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Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan di wilayah kabupaten Jombang 

 ( Studi kasus pelayanan Pemerintahan di tingkat Kelurahan atau Desa) 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang masalah  

Reformasi dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang mampu 

mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan 

prinsip-prinsip good governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah 

memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberantas praktek-praktek 

korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan 

mampu menyediakan pelayanan yang prima sebagaimana diharapkan masyarakat. 

Agar harapan tersebut dapat menjadi kenyataan maka dituntut adanya suatu sikap 

aparatur yang baik, integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang 

tinggi.  

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak 

tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah 

satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam 

penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah 

luasnya kewenangan ini, maka aparat pemerintahan di daerah diharapkan dapat 

mengelola dan menyelenggaraan pelayanan dengan lebih baik dari sebelumnya 

sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. 

 Namun dibalik itu semua telah muncul suatu pemikiran yang positif yaitu 

munculnya ide serta tentang pemikiran dasar yang menimbulkan reformasi total 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama dari reformasi adalah 
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untuk menciptakan masyarakat sipil (civil society) dalam kehidupan pemerintahan, 

bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai good governance serta 

menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sikap keterbukaan, kejujuran dan keadilan 

yang berorientasi kepada rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat. Terdapat 

beberapa persoalan utama yang merupakan bagian dari sejarah masa lalu bangsa 

Indonesia yang efeknya masih dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang 

hidup pada masa sekarang ini, yang sekaligus merupakan indikator penyebab 

terjadinya krisis multidimensi yang masih melanda bangsa Indonesia hingga saat 

ini.  

Ketika permasalahan tersebut diidentifikasi, maka ujung dari permasalahan 

tersebut bermuara kepada terjadinya pendangkalan partisipasi rakyat dalam 

program pembangunan daerah serta semakin melemahnya posisi nilai tawar rakyat 

dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan yang melibatkan kehidupan 

rakyat. Rakyat bukan dijadikan sebagai subjek dalam kehidupan demokrasi dan 

juga bukan menjadi subjek didalam pembangunan. Kelurahan dan Desa merupakan 

dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan 

negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan 

pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat 

beserta aparatur pemerintahan Kelurahan dan Desa dalam perencanaan 

pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi 

kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurusi rumah tangga 

Kelurahan dan Desa , sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber 

daya yang dimiliki daerah tersebut.  
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Selain sebagai pelaksana dan perencana program pembangunan, maka para 

aparatur pemerintah Kelurahan dan Desa juga berperan sebagai pelayan 

masyarakat dalam urusan-urusan administrasi dan kependudukan yang menjadi 

wewenang dari pihak Kelurahan dan Desa. Namun hingga saat ini pelayanan yang 

telah diberikan kepada masyarakat, terkadang masih sulit untuk dapat diakses 

langsung oleh masyarakat dan prosedur yang terkadang berbelit-belit dan sering 

menyulitkan masyarakat ketika harus mengurus surat atau izin tertentu di 

Kelurahan dan Desa, biaya yang tidak jelas serta terjadinya pungutan liar (pungli), 

saat ini menjadi cerminan rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia. Dimana ini 

juga merupakan bagian akibat dari berbagai program pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat, namun saat ini masih jauh sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh masyarakat. Selain itu juga ada kecenderungan ketidak adilan didalam 

pelayanan yang diberikan, dimana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit 

untuk mendapat pelayanan yang baik dan berkualitas dari pihak Kelurahan dan 

Desa dan Desa. Sebaliknya masyarakat yang memiliki uang akan lebih mudah 

dalam menyelesaikan urusannya. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan 

ketidakadilan ini terus terjadi, maka pelayanan yang berpihak ini akan 

memunculkan potensi yang berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Potensi ini 

antara lain terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antar yang kaya 

dan miskin dalam konteks untuk memperoleh pelayanan, peningkatan ekonomi 

yang lamban, dan pada tahapan tertentu dapat merugikan bangsa Indonesia secara 

keseluruhan.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 tentang 

Pemerintah Kelurahan dan Desa yang merupakan dasar dalam menuju masyarakat 
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yang berkembang yaitu Kelurahan dan Desa tidak lagi menjadi level administrasi, 

tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi masyarakat yang mandiri. 

Sehingga setiap masyarakat yang berada pada lingkungan Kelurahan dan Desa 

berhak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan kepentingannya 

sendiri. Disini harus dipahami bahwa Kelurahan dan Desa merupakan suatu 

kesatuan hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan melayani 

semua kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya menuju kesejahteraan.  

Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi 

lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, di mana paradigma 

pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang 

sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan 

yang berorientasi kepuasan masyarakat sebagai berikut :  

a. Lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui kebijakan yang 

memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi pelayanan masyarakat.  

b. Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan aparatur Kelurahan atau Desa dan 

masyarakat sehingga masyarakat juga mempunyai rasa memiliki yang tinggi 

terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama.  

c. Menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan tertentu 

sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas.  

d. Terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi pada 

hasil, sesuai dengan masukan atau aspirasi yang diharapkan masyarakat.  

e. Lebih mengutamakan pelayanan apa yang diinginkan oleh masyarakat.  

f. Memberi akses kepada masyarakat dan responsif terhadap pendapat dari 

masyarakat tentang pelayanan yang diterimanya.  
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Namun dilain pihak, pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan 

kepada masyarakat diharapkan juga memiliki :  

a. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya.  

b. Memiliki perencanaan dalam pengambilan keputusan.  

c. Memiliki tujuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.  

d. Dituntut untuk akuntabel dan transparan kepada masyarakat. 

e. Memiliki standarisasi pelayanan yang baik pada masyarakat.  

Semenjak gerakan reformasi digulirkan dalam rangka merubah struktur 

kekuasaan menuju demokrasi dan desentralisasi, maka kebutuhan masyarakat 

terhadap suatu pelayanan prima dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah 

Kelurahan dan Desa  menjadi sangat penting. Diawali dengan Undang-Undang No 

22 Tahun 1999 dan selanjutnya dilakukan revisi menjadi Undang-Undang No 32 

Tahun 2004 , yang telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser fokus politik 

ketatanegaraan, diawali desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada 

daerah.  

Dan sekarang menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 

tentang Pemerintahan Kelurahan atau Desa dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No 72 tentang Pemerintahan Desa. Inti dari Undang-Undang dan 

Peraturan Pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan lokal yang 

menekankan pada prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan 

keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki 

oleh daerah masing-masing.  

Perencanaan pembangunan didaerah Kelurahan dan Desa tidak dapat 

dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah Kelurahan dan Desa yang merupakan 
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unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi 

tonggak strategis dalam Namun dilain pihak, pelayanan yang diberikan oleh 

aparatur pemerintahan kepada masyarakat diharapkan juga memiliki :  

a. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya.  

b. Memiliki perencanaan dalam pengambilan keputusan.  

c. Memiliki tujuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.  

d. Dituntut untuk akuntabel dan transparan kepada masyarakat.  

e. Memiliki standarisasi pelayanan yang baik pada masyarakat.  

Semenjak gerakan reformasi digulirkan dalam rangka merubah struktur 

kekuasaan menuju demokrasi dan desentralisasi, maka kebutuhan masyarakat 

terhadap suatu pelayanan prima dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah 

Kelurahan dan Desa menjadi sangat penting. Diawali dengan Undang-Undang No 

25 Tahun 1999 dan selanjutnya dilakukan revisi menjadi Undang-Undang No 32 

Tahun 2004 , yang telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser fokus politik 

ketatanegaraan, diawali desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada 

daerah. Dan sekarang menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 

tentang Pemerintahan Kelurahan dan Desa dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No 72 tentang Pemerintahan Desa. Inti dari Undang-Undang dan 

Peraturan Pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan lokal yang 

menekankan pada prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan 

keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki 

oleh daerah masing-masing.  

Perencanaan pembangunan didaerah Kelurahan dan Desa tidak dapat 

dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah Kelurahan dan Desa yang merupakan 
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unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi 

tonggak strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu 

upaya untuk memperkuat dan memberdayakan pemerintah ditingkat Kelurahan dan 

Desa merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi 

masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan Kelurahan dan Desa.  

Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang terus berkembang sertra 

dalam menghadapi perubahan yang terjadi baik dalam lingkungan nasional 

maupun lingkungan internasional yang secara langsung akan berpengaruh pada 

roda pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan di negara kita, maka 

diperlukan adanya suatu pemerintahan Kelurahan dan Desa yang tangguh dan 

didukung oleh sistem dan mekanisme kerja yang profesional dalam memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintahan Kelurahan dan Desa harus 

benar–benar siap dan mampu untuk mengelola setiap potensi yang ada dalam 

lingkungan masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. 

Pemerintah Kelurahan dan Desa juga harus cepat dan tanggap dalam 

memperhatikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan warga masyarakatnya.  

Diharapkan dengan terciptanya pemerintahan Kelurahan dan Desa yang 

tangguh dan mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat 

dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat 

mewujudkan program-program pembangunan yang terencana secara efektif dan 

efisien yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan cita–cita masyarakat 

yang adil dan sejahtera.  

Konsep pemberdayaan pemerintah Kelurahan dan Desa ini dapat 

dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas atau kemampuan aparat 
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pemerintahan setempat. Hal ini sangat penting mengingat Kelurahan dan Desa 

merupakan unit pemerintahan yang terkecil dalam tata pemerintahan yang ada 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan langsung berhubungan dengan 

masyarakatnya. Dengan demikian diharapkan bahwa aparat pemerintahan 

khususnya pada tingkat Kelurahan dan Desa dapat meningkatkan pelayanan yang 

baik dan berkualitas kepada masyarakat karena lembaga ini merupakan 

penyelenggaraan pelayanan publik. Sekarang ini kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat telah mengalami penurunan kualitas dan perlu diadakan 

perbaikan, bila dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas, responsivitas, kesamaan 

perlakuan (tidak diskriminatif) maka pelayanan yang diberikan masih jauh dari 

yang diharapkan oleh masyarakat dan masih memiliki berbagai kelemahan. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian yang 

terkait dengan “Analisis survey kepuasan masyarakat terhadap layanan 

pemerintahan di wilayah kabupaten Jombang ( Studi kasus pelayanan 

Pemerintahan di tingkat Kelurahan atau Desa) ”. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Tingkat Kepuasan 

Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan Kelurahan atau Desa di Wilayah 

Kabupaten  Jombang ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

           Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui Tingkat Kepuasan Masyarakat yang diterima masyarakat 

sebagai pengguna layanan atas pelayanan publik di tingkat Pemerintah desa atau 

kelurahan  di Wilayah Kabupaten  Jombang ; 

2. Memberikan rekomendasi atas kebijakan pemerintah untuk peningkatan kualitas 

layanan di lingkungan Pemerintahan Kelurahan atau Desa di Kabupaten 

Jombang  . 
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BAB II 

PENELITIAN TEORI 

 

2.1.  Pemerintahan Tingkat Desa 

2.1.1.     Pengertian Desa 

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas wilayah  yurisdiksi , berwenang untuk 

mengatur dan mengurus tugas kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam 

sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota. 

  

2.1.2.     Kedudukan Desa  

 Kejelasan kedudukan desa akan menentukan kewenangan, perencanaan 

desa, struktur & sistem pemerintahan desa serta keuangan desa. 

 Ada tiga pilihan kedudukan desa: desa adat, desa otonom dan desa 

administratif. 

 Kalau untuk kejelasan dan memberdayakan desa, pilihan utamanya hanya 

dua: desa adat atau desa otonom. 

  

2.1.3.     Desa Adat 

Merupakan embrio (cikal-bakal) desa di Nusantara. Berbasis pada 

suku (genealogis) dan mempunyai batasbatas wilayah. Punya otonomi asli, 

struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan menghidupi 

sendiri secara komunal. Sering disebut sebagai self governing community. 

http://igapurwanti-fh10.web.unair.ac.id/artikel_detail-71525-umum-Desa%20dan%20Pemrintahan%20Desa.html
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Negara tidak mengurus desa adat, kecuali memberikan pelayanan publik pada 

warga. Desa adat tidak membantu negara menjalankan urusan-urusan 

administratif. Mempunyai otonomi secara sendirian, tidak ada pembagian 

kekuasaan dari negara. Negara hanya mengakui kedudukan, kewenangan asli 

dan kekayaan desa adat. 

  

2.1.4.     Desa Administratif 

Mempunyai batas-batas wilayah yang jelas. Berada dalam subsistem 

(bagian) dari pemerintah kabupaten/kota. Sering disebut sebagai the local state 

government. Otonominya sangat terbatas dan tidak jelas. Sebagai kepanjangan 

tangan negara, menjalankan tugas pembantuan negara, terutama pelayanan 

administratif. Tidak ada desentralisasi yang memadai, sehingga desa ini tidak 

punya perencanaan dan sistem keuangan yang otonom. Bukan pilihan yang 

tepat untuk mengembangkan masa depan desa. 

  

2.1.5.     Kedudukan Desa  

 Pergantian UU tidak mengarah pada perubahan kedudukan desa yang 

lebih jelas, makalah cenderung bongkar pasang yang menimbulkan 

masalah-masalah baru. 

 Lihat Pasal 2 ayat 1 UU No. 32/2004: Desa bukan bagian dari NKRI, 

melainkan sebagai subsistem pemerintah kabupaten. 

 Kedudukan desa tidak jelas, apakah sebagai desa otonom atau desa adat. 

 Otonomi asli memperoleh ruang untuk bangkit kembali, tetapi tidak ada 

revitalisasi kewenangan asli. 
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 Terjadi “otonomi dalam otonomi”. 

 Eksperimentasi otonomi desa di berbagai daerah masih bersifat parsial, 

karena terkendala aturan (UU). 

 Desa transisi antara desa administratif dan desa otonom. 

 Umumnya desa-desa sebagai desa administratif, hanya kemampuan dan 

kemajuan lokal yang membedakan. 

  

 2.1.6.     Pemerintah Desa 

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah 

pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat 

desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya 

yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang 

berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan 

desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal 

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yakni 

terdiri atas sekretaris desa dan perangkat lainnya. 

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa, 

yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan 

kepada Bupati atau Walikota, melalui Camat. Kepada BPD, kepala desa wajib 

memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat 

menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap 

harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan 

dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian 

dengan pertanggungjawaban yang dimaksud. 
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Sekartaris desa adalah salah satu perangkat desa bertugas mengurus 

administrasi di desa. Misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat 

keterangan. Sekretaris desa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Untuk meningkatkan kinerja dari pemerintahan daerah, termasuk 

pemerintahan desa, pemerintah pusat beberapa kali telah mengeluarkan 

Undang-Undang yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya Undang-

Undang No, 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-

Undang ini disebutkan disebutkan: 

1. Desa berdasarkan undang-undang ini adalah Desa atau yang disebut 

dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, 

sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 

1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan 

Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, 

dan pemberdayaan masyarakat. 

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem 

penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa 

bertanggung jawab pada badan perwakilan Desa dan menyampaikan 

laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati. 

3. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun 

hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat 

dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala Desa dengan 

persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk 
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melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling 

menguntungkan. 

4. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa di bentuk Badan Perwakilan Desa 

atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa 

yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan 

pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. 

5. Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan 

kebutuhan Desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra Pemerintah Desa 

dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa. 

6. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan 

pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, 

sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa. 

7. Berdasarkan hak asal-usul Desa yang besangkutan, Kepala Desa 

mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para 

warganya. 

8. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada 

masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk Kelurahan sebagai unit 

Pemerintah Kelurahan yang berada di dalam daerah Kabupaten dan/atau 

Daerah Kota. 

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk WNRI. 

Pemilihan Kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku 
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ketentuan hukum adat setempat. Jabatan kepala desa adalah enam tahun dan 

dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya. 

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa mencakup : 

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; 

2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa; 

3. Tuga pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau 

pemerintah kabupaten/kota; 

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 

diserahkan kepada desa. 

Tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah, pemerintah 

provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota, harus disertai dengan 

pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sehingga tugas 

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. 

Isu-isu Utama Dalam Pemerintahan Desa 

 Kedudukan dan kewenangan desa. 

 Perencanaan pembangunan desa 

 Keuangan desa 

 Demokrasi desa, khususnya akuntabilitas kepala desa serta posisi dan peran 

Badan Permusyawaratan Desa. 

 Birokrasi desa (Sekdes, sistem kepegawaian, penggajian, kesejahteraan, 

dll). 
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2.1.7.    Keuangan Desa 

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai 

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat 

dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. 

Keuangan desa tersebut terdiri atas : 

1. Pendapatan asli desa; 

Pendapatan asli desa yang meliputi: 

 hasil usaha desa; 

 hasil kekayaan desa; 

 hasil swadaya dan partisipasi; 

 hasil gotong royong. 

2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; 

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 

kabupaten/kota (desentralisasi); 

4. Bentuan  lain dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota, termasuk pula hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. 

Yang dimaksud dengan sumbangan dari pihak ketiga, dapat 

berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan/atau sumbangan lain serta pemberian 

sumbangan yang dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak 

penyumbang.belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan 

desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangan dalam peraturan desa tentang 

anngaran pendapatan dan belanja desa. 
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Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi desa, disamping itu desa dapat mengadakan kerjasama 

untuk kepentingan desa dan untuk kerja sama dengan pihak ketiga dapat 

dibentuk badan kerja sama desa. Dalam pembangunan kawasan pedesaan 

dilakukan oleh kabupaten/kota dan/atau pihak ketiga harus diikutsertakan 

pemerinta desa dan BPD, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat 

desa, kewenangan desa, kelancaran pelaksanaan investasi, kelestarian 

lingkungan hidup, keserasian kepentingan antarkawasan dan kepentingan 

umum. 

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan 

oleh kepala desa bersama BPD dengan berpedoman pada APBD yang 

ditetapkan Bupati/Walikota. Dengan demikian, pada dasarnya, kepala desa 

bertanggung jawab kepada rakyat desa. Kepala desa harus menyampaikan 

pokok-pokok pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, wewenangnya tidak 

boleh disalahgunakan. 

  

2.1.8.     Badan Permusyawaratan Desa 

Sebagai perwujudan Demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah 

desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau sebutan lain yang 

sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi 

sebagai lembaga pengeturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, 

seperti pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan 

belanja desa, keputusan kepala desa. 
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BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala 

desa dengan masukan dari aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil 

dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah 

dan mufakat, sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD 

yang masa jabatannya adalah enam tahun dan dapat dipilh lagi untuk satu kali 

masa jabatan berikutnya. Anggota BPD ialah wakil penduduk desa 

bersangkutan. 

  

2.1.9.     Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasya rakatan. Lembaga 

kemasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa. Pembentukannya berpedoman 

pada peraturan perundang - undangan. Tugas lembaga tersebut adalah 

membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa. Misalnya, 

Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip), 

PKK, dan Karang Taruna. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) 

merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang 

memadukan kegiatan pemerintahan desa yang dilakukan secara gotong 

royong. 

Pengurus LKMD umumnya tokoh masyarakat setempat. 

Pembentukan LKMD disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa 

berdasarkan musyawarah anggota masyarakat. Fungsi LKMD adalah 

membantu pemerintah desa dalam merencanakan, pelaksanaan, dan 

pengendalian pembangunan desa. Selain itu, LKMD memberikan masukan 

kepada BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa. Misalnya, untuk 
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mencegah banjir LKMD dapat mengusulkan pembangunan tanggul atau dam 

kepada pemerintahan desa. Pada pemerintahan desa terdapat organisasi 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Anggota PKK terdiri atas ibu - 

ibu rumah tangga di suatu desa. Ketua PKK biasanya dijabat oleh istri kepala 

desa atau lurah. 

PKK ber tujuan memberdayakan keluarga, meningkatkan 

kesejahteraan, dan kemandirian keluarga. Misalnya, PKK mem beri bantuan 

sosial, pelatihan keterampilan, pos pelayanan terpadu (Posyandu), 

memberikan bantuan beasiswa, atau mengadakan peng obatan gratis.  

Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kepemudaan di tingkat desa. 

Karang Taruna merupakan organisasi pemuda atau pelajar SMP dan SMA di 

suatu desa atau kelurahan. Tujuan dari organisasi ini, yaitu memberikan 

pembinaan kepada para remaja untuk menjadi individu mandiri dan memiliki 

keterampilan. Pembinaan pemuda desa bertujuan agar pemuda desa, terutama 

pemuda putus sekolah, dapat memperoleh keahlian di bidang tertentu. 

Misalnya, pembinaan dalam bidang elektronika, kesenian, olahraga, atau 

lingkungan hidup. 

Organisasi Karang Taruna terdapat di wilayah Rukun Warga (RW), 

desa, dan kecamatan. Karang Taruna merupakan wadah bagi generasi muda 

desa untuk menyalurkan pendapat dan kreativitasnya. Karang Taruna 

merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat di bawah pembinaan kepala 

desa dan camat. Karang Taruna dapat memupuk persatuan dan kesatuan di 

antara generasi muda.  
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2.1.10.  Pemerintahan Kelurahan 

Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga 

(RW). Pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan merupakan unsur 

pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. 

Dalam menjalankan semua perencanaan pem bangunan di kelurahan 

terdapat Dewan Kelurahan (Dekel). Dewan Kelurahan berfungsi sebagai 

pemberi masukan kepada lurah tentang rencana pembangunan di wilayahnya. 

Adapun yang menjadi tata urusan dalam kelurahan dapat dilihat dalam 

susunan pemerintahan kelurahan berikut ini. 

 

2.2.   Otonomi Desa 

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang 

berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa 

atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a country area, 

smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul 

dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah 

Kabupaten. 

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul Otonomi 

Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. 

Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat” (Widjaja, 2003: 3). 
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Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa atau yang disebut nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 

12). 

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU nomor 32  tahun 

2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan Self Community yaitu 

komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa 

memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan 

masyarakatnya  sesuai  dengan  kondisi  dan  sosial  budaya  setempat,  maka 

posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan 

perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena 

dengan Otonomi   Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan 

perwujudan Otonomi Daerah. 

Desa itu adalah  memiliki wewenang yang sesuai dengan yang 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni: 

a.  Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak 

asal-usul desa 

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan 
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pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan 

masyarakat. 

c.   Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

d.  Urusan   pemerintahan   lainnya   yang   oleh   peraturan   perundang- 

undangan diserahkan kepada desa. 

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan 

penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan 

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan 

hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus 

dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 

2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam 

pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki 

jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat,  faktor  sarana  

prasarana,  tersedianya  sarana  perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan 

sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup 

beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, 

faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian 

masyarakat. 

 

2.2.1.     Otonomi Luas, Nyata dan Bertanggungjawab 

Lahirnya reformasi kebijakan desentralisasi pertama kali melalui 

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
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dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian 

dilanjutkan dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan 

agar daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem   Negara   Kesatuan   

Republik   Indonesia.   Pemberian   kewenangan otonomi  harus  

berdasarkan  asas  desentralisasi  dan  dilaksanakan  dengan prinsip luas, 

nyata, dan bertanggungjawab (Hari Sabarno, 2007: 30). 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 7 huruf b 

juga memberikan gambaran dalam pelaksaan otonomi desa secara luas, 

nyata, bertanggungjawab,    dimana    di    dalamnya    disebutkan    bahwa    

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa. Pemerintah Kabupaten/Kota 

melakukan identifikasi, pembahasan, dan penetapan jenis-jenis kewenangan 

yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang 

pertanian, pertambangan energi,  kehutanan dan  perkebunan, 

perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan. 

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk 

menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua 

bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, 

pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta 
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kewenagan bidang lainnya (yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

No.25 Tahun 2000). Disamping itu keluasaan otonomi mencakup pula 

kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. 

Menurut Hari Sabarno (2007: 31), pengertian luas dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan 

pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan yang 

dikecualikan pada bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, 

peradilan, moneter dan fiskal, dan agama, serta kewenangan bidang lain. 

Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan 

nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana 

perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga 

perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya  

manusia,  pendayagunaan sumber  daya  alam  serta  teknologi tinggi yang 

strategis, konversi, dan standarisasi nasional. 

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan 

kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan 

diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang didaerah. Pemerintah 

daerah selain berperan melindungi masyarakat dan menyerap aspirasi 

masyarakat juga harus mampu mengelola berbagai kewenangan yang 

diberikan oleh pemerintah pusat kepadanya. Dalam pengelolan kewenangan 

yang luas tersebut tetap dibatasi rambu penting dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, otonomi bukanlah semata-

mata menggunakan pendekatan administratif atau sekedar meningkatkan 
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efisiensi dan efektivitas kerja saja, akan tetapi sekaligus pendekatan dalam 

dimensi politik. Dengan demikian, makna kewenangan dibidang 

pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat 

sejauh mungkin harus dapat dilayani secara dekat dan cepat. 

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan 

pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan 

kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh 

daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan 

kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan 

hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam 

rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

2.2.2.      Konsep Otonomi Desa 

Widjaja  (2003:  165)  menyatakan  bahwa  otonomi  desa  

merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian 

dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati 

otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat 

melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, 

memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka 

pengadilan. 

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-
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Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan 

landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “Development Community” 

dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah 

tetapi sebaliknya sebagai “Independent Community” yaitu desa dan 

masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa 

diberi kewenangan untuk mengatur  desanya  secara  mandiri  termasuk  

bidang  sosial,  politik  dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini 

diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam 

pembangunan sosial dan politik. 

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki 

oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. 

Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. 

Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-

istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan 

berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu 

dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. 

Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan 

sebagai berikut : 
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a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi 

oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada 

“kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang. 

b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti 

sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa 

depan. 

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada 

pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan 

desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang 

menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan 

pengaturannya kepada desa. Namun  harus  selalu  diingat  bahwa  tiada  

hak  tanpa  kewajiban,  tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada 

kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, 

kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus 

tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang 

tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, 

wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk 

memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003: 166). 
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2.2.3.      Akuntabilitas 

1.   Konsep dan Pengertian Akuntabilitas 

Miriam Budiarjo (1998: 78) mendefinisikan akuntabilitas 

sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk 

memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas 

bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan 

melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah 

sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan 

kondisi saling mengawasi. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara 

menyimpulkan akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit 

organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 

pengendalaian sumberdaya dan pelaksanaan   kebijakan   yang   

dipercayakan   kepadanya   dalam   rangka pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. 

Hughes dalam Joko Widodo (2001:147) menegaskan bahwa 

”Government organitation are created by the public and to be 

accountability to if,” (organisasi pemerintah dibuat oleh publik, 

karenanya perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik). 

Adanya pertanggungjawaban tersebut, disebabkan karena aparatur 

pemerintahan dibebani kewajiban untuk bertindak selaku penanggung 

gugat atas segala tindakan, dan kebijaksanaan yang ditetapkannya. 

Sebagai konsekuensi dari adanya asas Negara hukum, baik menurut 

konsep rule of law maupun rechtsstaat, atau democratische rechtsstaat, 

yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional 
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democracy), maka pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban 

terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku, dan tindakannya kepada 

rakyat, dalam kerangka menyelenggarakan, atau menjalankan fungsi 

pemerintahan. Bersamaan dengan itu, Indonesia sebagai Negara hukum 

di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan pada prinsip 

supremacy of law dan constitutionalism, yang pada hakikatnya bahwa 

dalam Negara hukum, hukum harus menjadi penentu segala-galanya 

sesuai dengan doktrin the rule of law. Dalam kerangka the rule of law, 

hukum harus diyakini adanya pengakuan, bahwa  hukum  itu  

mempunyai  kedudukan  tertinggi  (supremacy  of  law), adanya 

persamaan dalam hukum dan pemerintahan (equality before the law) 

dan berlakunya asas legalitas dengan segala bentuknya dalam praktek 

(due proces law). 

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan 

di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik 

dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai 

pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah 

dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, 

wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Hari Sabarno, 2007: 

129). 
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Sejalan dengan hal di atas, Hiskia dan Ambar (2011:71) 

menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan melalui suatu  media  pertanggungjawaban  yang  

dilaksanakan  secara  periodik.  Di dalam  lingkungan  birokrasi,  

akuntabilitas  suatu  instansi  pemerintah merupakan suatu perwujudan 

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan. 

Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas, 

pertanggungjawaban, tanggung gugat. Akuntabilitas salah satunya 

dapat dilihat sebagai faktor pendorong yang menimbulkan tekanan 

kepada aktor- aktor terkait untuk bertanggung jawab atas ,pelayanan 

publik dan jaminan adanya kinerja pelayanan publik yang baik (Tri 

Ratnawati, 2006: 220). Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk 

menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang 

administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media 

pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan 

pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek 

kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik 

langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga 

akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan 

keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Hiskia dan Ambar, 

2011:71). 
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Dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah, teknis 

pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada DPRD. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pertanggungjawaban 

yang dilakukan meliputi: Pertama, pertanggungjawaban akhir tahun 

anggaran, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang 

didasarkan pada penilaian program strategis yang dilaksanakan. Kedua, 

pertanggungjawaban akhir masa jabatan, yakni pertanggungjawaban 

pada akhir masa jabatan seorang Kepala Daerah yang menentukan 

apakah seseorang dapat dapat dicalonkan kembali atau tidak sebagai 

Kepala Daerah. Ketiga, pertanggungjawaban hal tertentu, hal ini 

berkaitan apabila terjadi dugaan pidana yang dilakukan Kepala Daerah 

sehingga menyebabkan terkikisnya kepercayaan publik secara luas. 

Hakikat dari bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah untuk 

mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam suatu periode pemerintahan 

tertentu. Sistem akuntabilitas harus dilaksanakan secara jelas dan 

transparan dengan ukuran- ukuran tertentu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. dalam  pelaksanaan  otonomi  

senantiasa  dapat  diukur  untuk  meningkatkan kinerja pemerintahan 

dari waktu ke waktu (Hari Sabarno, 2007:131). 

 

2.   Tipe Akuntabilitas 

Menurut Jabra dan Dwidevi sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Sadu Wasistiono (2007: 50) mengemukakan adanya lima perspektif 
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akuntabilitas yaitu: (1) akuntabilitas administratif, (2) akuntabilitas 

legal, (3) akuntabilitas politik, (4) akuntabilitas profesional, (5) 

akuntabilitas moral. Akuntabilitas administratif yaitu dimana di 

dalamnya terdapat pertanggungjawaban antara pejabat  yang 

berwenang dengan unit bawahanya dalam hubungan  hirarki yang 

jelas. Akuntabilitas yang ke dua yaitu akuntabilitas legal, akuntabilitas 

jenis ini merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif 

dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan 

yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu 

peraturan oleh institusi yudikatif. 

Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sedangkan dalam akuntabilitas politik, 

didalamnya terkait dengan adanya  kewenangan  pemegang  kekuasaan  

politik  untuk  mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian 

sumber-sumber dan menjamain adanya kepatuhan melaksanakan 

tanggungjawab administrasi dan legal . Akuntabilitas ini memusatkan 

pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik. 

Pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang 

ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih 

menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan. Sedangkan 

dalam akuntabilitas moral, berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di 

kalagan masyarakat . Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau 

buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan   oleh   
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seseorang/badan   hukum/pimpinan   kolektif   berdasarkan ukuran tata 

nilai yang berlaku setempat. 

Lebih lanjut, Hari Sabarno (2007: 131) menyatakan bahwa 

dalam pelaksanaanya terdapat dua jenis akuntabilitas, yaitu 

akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas internal 

merupakan akuntabilitas yang  dilaksanakan  oleh  bawahan  terhadap  

atasan.  Akuntabilitas  secara internal sangat berkaitan erat dengan 

perencanaan program, pelaksanaan program, dan kontrol birokrasi. 

Sedangkan akuntabilitas eksternal sangat berbeda dengan akuntabilitas 

internal, hal ini disebabkan karena akuntabilitas eksternal bukan 

merupakan akuntabilitas dalam lingkup satu organisasi. Akuntabilitas 

eksternal merupakan pertanggungjawaban suatu badan atau lembaga 

kepada lembaga atau badan yang berada di luar struktur 

kelembagaannya. 

 

3.   Parameter Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Untuk menilai kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan harus dengan parameter dan tolak ukur yang pasti. Hal ini 

dimaksudkan agar kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik 

dapat dikontrol dengan kriteria yang terukur. Terdapat tiga aspek untuk 

menilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, ketiga aspek 

tersebut adalah: (1) parameter kerja, (2) tolak ukur yang obkektif, (3) 

tata cara yang terukur. Parameter kenerja  pemerintah  harus  dijadikan  

acuan  untuk  menilai  apakah  suatu program  yang  direncanakan  
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berhasil  atau  tidak  dan  upaya  untuk mengevaluasi kenerja 

pemerintahan yang telah dilaksanakan pada periode tersebut.  

Selanjutnya  tolak  ukur  yang  objektif  merupakan  syarat  penting 

dalam menilai keberhasilan suatu program pemerintah. Hal ini terkait 

erat dengan penilaian suatu pertanggungjawaban. Oleh karena itu tolak 

ukur keberhasilan pemerintahan harus objektif dan jelas. Selain kedua 

aspek tersebut, masih diperlukan juga tata cara terukur untuk menilai 

kinerja pemerintah. Misalnya dalam penilaian laporan 

pertanggungjawaban Kepala Daerah, harus dilakukan dengan metode 

yang sistematis dan terukur (Hari Sabarno, 2007: 132). 

Selain ketiga aspek di atas, standar pelayanan minimal juga 

termasuk dalam salah satu parameter dan tolak ukur penyelenggaraan 

pemerintahan. Pelayanan  atau  service  merupakan  kata  kunci  

otonomi.  Karena  otonomi adalah  milik  masyarakat,  yang  dijalankan  

oleh  pemerintah  adalah akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat, 

hal ini dapat dilihat dari jenis dan kualitas pelayanan yang disediakan 

untuk masyarakat. Masyarakat memberikan legitimasi politik kepada 

wakil rakyat yang dipilih dalam pemilu untuk mengatur rakyat. 

Pengaturan rakyat diwujudkan dalam bentuk upaya untuk 

mensejahterakan rakyat. Tingkat kesejahteraan akan terkait erat dengan 

tingkat pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada rakyat. 

Menurut David Hulme dan Mark Turner dalam Tri 

Ratnawati (2006:221), akuntabilitas memiliki beberapa instrumen 

pengukur seperti dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 2.1. 

Instrumen Pengukur Akuntabilitas 

ENDS-To facilitate/enchance MEANS-Tools 

Legitimacy of decision makers 

Constitutions,   electoral   system    for 

governments and decision-making 

bodies, bureaucratic system of 

representation, royal prerogative, 

legislation, letters of appointment, 

formal delegation of authority, standing 

orders. 

Moral conduct 

Societal values, concept of social 

justice and public interest; professional 

values; training/induction programs. 

Responsiveness 

Public participation and  consultation, 

debates; advisory bodies, public 

meeting, freedom of speech. 

Openness 

Parliamentary  question  times,  public 

information services, freedom of 

information laws; public hearings, 

annual reports. 

Optimal resource utilization 

Budgets,        financial        procedures, 

parliamentary public accounts 

committess, auditing, public enquiries 

and participation; formal planning 

systems. 

Improving efficiency and 

effectiveness 

Information systems,  value for  money 

audits,  setting  objectives  and 

standards; program guidelines; 

appraisal, feedback from public. 
 

 

Berdasarkan  tabel  di  atas  akuntabilitas  memiliki  

hubungan  dengan beberapa masalah, antara lain masalah legitimasi, 

kualitas moral dan tingkah laku elit, responsif dan sensitif atas aspirasi 

masyarakat luas, masalah keterbukaan atau transparansi, masalah 

penggunaan sumber-sumber secara optimal, dan masalah efisiensi dan 

efektivitas. Dari tabel di atas juga terlihat adanya instrumen atau cara 

untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain yaitu sistem pemilihan, 
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pendelegasian wewenang, penerapan norma-norma sosial yang positif, 

profesionalisme, program-program pelatihan, partisipasi masyarakat, 

konsultasi, kebebasan informasi, dengar pendapat (public hearing), 

laporan tahunan, anggaran, auditing, sistem informasi, penerapan standar, 

petunjuk program, dan umpan balik dari masyarakat (Tri Ratnawati, 

2006: 222). 

 

2.3.    Mewujudkan Perangkat Desa yang berkualitas 

Setelah melaui pembahasan yang cukup alot dan waktu yang lama 

akhirnya Rancangan Undang-undang Desa telah disyahkan menjadi Undang-

undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hadirnya Undang-undang Desa akan 

terjadi perubahan konstalasi politik, hukum, ekonomi dan sosial pada 

pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Dengan undang-undang tersebut 

pemerintahan desa punya dasar hokum yang jelas untuk mengakses sumber 

pendanaan dari APBD, APBN disamping pendapatan yang bersumber dari 

pendapatan asli desa guna menunjang pembangunan masyarakat di pedesaan. 

Dengan pemberian kewenangan yang lebih besar pemerintahan desa juga 

memiliki peluang untuk menentukan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Pada sisi lain terbitnya undang-undang desa juga merupakan tantangan 

bagi pemerintahan desa beserta segenap stakeholder untuk bisa mengolah 

sumber dana dan peluang yang besar itu, karena tidak secara otomatis 

dengan dana yang besar akan langsung terwujud kesejahteraan apabila tidak 

mampu mengelola secara baik. Agar terwujud pembangunan desa yang efektif 
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dan efisien tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang dengan 

memperhitungkan segenap potensi yang dimiliki, tim kerja yang peofesional, 

pola pelaksanaan pembangunan yang tepat, pengawasan yang mampu 

menghindari kebocoran dan penyimpangan, serta adanya system pelaporan dan 

evaluasi yang transparan dan akuntabel. Apabila lima hal tersebut tidak bisa 

diwujudkan maka potensi sumber dana dan kewenangan yang besar tersebut 

akan menjadi   sia-sia   bahkan   bisa   menjadi   bencana.   Untuk   mewujudkan   

semua   ini dibutuhkan sumber daya manusia terutama perangkat desa yang 

professional dari segi pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan sesuai tugas 

yang diembannya. 

Kondisi pemerintahan desa saat ini masih sangat lemah, hal ini 

disebabkan sistem pembangunan pemerintah sebelumnya yang bersifat top-

down, hampir semua pembangunan direncanakan oleh pusat dan desa tinggal 

menerima perintah apa yang harus dilakukan. Sehingga kemadirian aparatur 

desa sangat lemah, mereka belum terbiasa menyusun perencanaan 

pembangunan, penggalian potensi desa dan malakukan pengelolaan yang baik 

sesuai kebutuhan masyarakatnya. Sebagian besar perangkat desa saat ini 

berpendidikan tingkat SMA/SMK bahkan masih banyak yang hanya tingkat  

SMP/SD, dan hanya sebagian kecil yang berasal dari perguruan tinggi. Dari 

segi ketrampilan, masih banyak perangkat desa yang belum menguasai computer 

dan teknologi informasi. 

Dilihat dari sisi susunan organisasi pemerintah desa, berdasarkan data 

yang Penulis  kumpulkan  dari  40  desa  di  Kabupaten  Banyumas  umumnya  

setiap  desa memiliki seorang Sekretaris Desa (PNS), seorang Kepala Urusan 
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Umum, Seorang Kepala Urusan Keuangan, Seorang Kepala Seksi Pemerintahan 

dan Pembangunan, Seorang  Kepala  Seksi  Kesejahteraan  dan  Pemberdayaan  

Masyarakat,  Beberapa Kepala Dusun, dan beberapa Pembantu Kepala Seksi 

Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bebarapa desa memiliki Kepala 

Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Pembangunan secara terpisah (pola 

maksimal) dan hanya sebagian kecil desa yang memiliki staf. Struktur ini belum 

cukup untuk menjalankan tugas yang cukup besar sesuai Undang-undang Desa. 

 

 

2.3.1 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Yang Ideal 

Struktur organisasi Pemerintah Desa harus disesuaikan dengan 

kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Asnawi 

Rewansyah (2011) ada 5(lima) fungsi utama pemerintah yaitu: (1) Fungsi 

pengaturan/regulasi, (2) Fungsi pelayanan kepada masyarakat, (3) Fungsi 

pemberdayaan masyarakat, (4) Fungsi pengelolaan  asset/kekayaan  dan  (5)  

Fungsi  pengamanan  dan  perlindungan. Selanjutnya Undang-undang nomor 6 

tahun 2014 pasal 26 menyebutkan bahwa Kepala Desa berwenang: 

1.   Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

2.   Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 

3.   Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 

4.   Menetapkan Peraturan Desa; 

5.   Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

6.   Membina kehidupan masyarakat Desa; 

7.   Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
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8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan-

nya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat Desa; 

9.   Mengembangkan sumber pendapatan Desa; 

10. Mengusulkan   dan   menerima   pelimpahan   sebagian   kekayaan   negara   

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 

12. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 

13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; 

14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum 

untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

Dengan demikian tugas dan wewenang pemerintah desa cukup luas 

sehingga membutuhkan susunan organisasi dan jumlah perangkat desa yang 

memadai agar mampu melaksanakan tugas dan wewenang tersebut dengan baik 

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita analisa kebutuhan 

perangkat desa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang 

nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014. 

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 61 disebutkan 

bahwa Perangkat Desa terdiri atas; Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan 

pelaksana teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala 

Desa. Selanjutnya pasal 62 menyebutkan bahwa Sekretariat Desa dipimpin oleh 
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sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu 

kepala Desa dalam bidang  administrasi  pemerintahan.  Sekretariat  Desa  

sebagaimana  dimaksud  paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan. 

Kepala desa memiliki fungsi sebagai (1) kepala desa sebagai pengambil 

kebijakan dan (2) kepala pemerintah atau administrator. Untuk membantu tugas 

Kepala Desa dalam melaksanakan fungsi administrator maka Dibutuhkan 

Sekretaris Desa yang dibantu   Kepala   Urusan.   Dalam   menentukan   bidang   

urusan   bisa   kita   analisis berdasarkan fungsi manajemen dan kewenangan 

Kepala Desa. 

Hadari Nawawi dalam B. Suryosubroto (2004) menyebutkan bahwa 

manajemen operatif kegiatannya meliputi; (a) tata usaha, (b) perbekalan, (c) 

kepegawaian, (d) keuangan, dan (e) hubungan masyarakat. Untuk melaksa-

nakan fungsi tata usaha,perbekalan, kepegawaian dan hubungan masyarakat 

dibutuhkan seorang Kepala Urusan Tata Usaha. Beban tugas urusan Tata Usaha 

cukup berat sehingga pada desa yang besar perlu ada staf urusan tata usaha.  

Sedangkan fungsi keuangan karena begitu   luasnya   tugas   yang   harus   

dikerjakan   mulai   dari   penyusunan   rencana (RAPBDes), pembukuan, dan 

laporan pertanggungjawaban, sesuai kewenangan poin 5, maka dibutuhkan 

seorang Kepala Urusan Keuangan dan dibantu seorang staf. 

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan 

desa secara maksimal dibutuhkan perencanaan yang matang, yang meliputi tugas 

pengumpulan data, pengolahan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. 

Pekerjaan ini cukup luas karena menyangkut berbagai aspek yang ada di desa, 

maka dibutuhkan seorang Kepala Urusan Perencanaan. Dengan demikian pada 
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sekretariat dibutuhkan  minimal  3  (tiga)  Kepala  Urusan  yaitu  Urusan  

Tata  Usaha,  Urusan Keuangan, dan Urusan Perencanaan. 

Guna membantu tugas Kepala Desa dalam satuan tugas kewilayahan 

maka diperlukan Kepala Dusun atau Bau sesuai jumlah/luas wilayah Desa. 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Pasal 64 menyebutkan bahwa 

Pelaksana teknis paling   banyak   terdiri   atas   3   (tiga)   seksi.   Dalam   

melaksanakan   tugas   sesuai kewenangan Kepala Desa dalam; menetapkan 

Peraturan Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, dan membina 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa diperlukan seorang Kepala Seksi 

Pemerintahan. 

Untuk melaksanakan tugas sesuai kewenangan Kepala Desa dalam; 

membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar 

mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

masyarakat Desa, mengembangkan sumber pendapatan Desa, memanfaatkan 

teknologi tepat guna, serta mengoordinasikan Pembangunan Desa secara 

partisipatif  diperlukan seorang Kepala Seksi Pembangunan. 

Guna melaksanakan tugas sesuai kewenangan Kepala Desa dalam; 

membina ketenteraman  dan  ketertiban  masyarakat  Desa,  mengusulkan  dan  

menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa, serta mengembangkan kehidupan sosial budaya 

masyarakat Desa diperlukan seorang Kepala Seksi Kesejahteraan dan 

Pemberdayaan Masyarakat. Kepala Seksi Pemerintahan yang selama ini di 

beberapa wilayah merangkap Kepala Seksi Pembangunan,  karena  tugas  

pemerintah  berdasarkan  Undang-undang  Desa  yang cukup luas/berat maka 
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sekarang ini harus dipisahkan.   Dengan demikian dalam melaksanakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan Kepala Desa perlu dibantu oleh 3 (tiga) orang 

Kepala Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, dan Seksi 

Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

Disamping unsur pimpinan, diperlukan staf/pembantu pada beberapa 

urusan dan seksi yang cukup berat yaitu; Urusan Tata Usaha, Urusan Keuangan, 

Seksi Pembangunan  dan  Seksi     Seksi  Kesejahteraan  dan  Pemberdayaan  

Masyarakat. Jumlah staf urusan / pembantu seksi disesuaikan dengan luas desa, 

jumlah penduduk, kondisi geograafis, dan kemampuan keuangan. 

Karena luas wilayah, jumlah penduduk dan kondisi geografis serta 

kemampuan keuangan   masing-masing   Desa   berbeda   maka   Pemerintahan   

Kabupaten   perlu mengatur susunan organisasi pemerintah Desa masing-masing 

melalui Peraturan Daerah dalam struktur organisasi Pola Minimal dan Pola 

Maksimal sesuai kondisi dankemapuan keuangan Desa. Struktur Organisasi 

Pemerintah Desa tersebut dapat kita ringkas dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.2. 

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal 
 

 

Nomor 

 

Nama Jabatan 

 

Jumlah Pejabat 

Jumlah Staf 

Minimal Maksimal 

1. Sekretaris Desa 1 - - 

2. Kepala Seksi Pemerintahan 1 - - 

3. Kepala Seksi Pembangunan 1 - 1 

4. Kepala Seksi Kesejahteraan dan 

Pemberdayaan Masyarakat. 

1 1 2 

5. Kepala Dusun / Bau 2 – 

3 

- - 

6. Kepala Urusan Tata Usaha 1 - - 

7. Kepala Urusan Keuangan 1 1 1 

8. Kepala Urusan Perencanaan 1 - - 
 Jumlah 9 – 

10 

2 4 
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Tabel 2.3 

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal 
 

 

Nomor 

 

Nama Jabatan 

 

Jumlah Pejabat 

Jumlah Staf 

Minimal Maksimal 

1. Sekretaris Desa 1 - - 

2. Kepala Seksi Pemerintahan 1 - - 

3. Kepala Seksi Pembangunan 1 1 1 

4. Kepala Seksi Kesejahteraan dan 

Pemberdayaan Masyarakat. 

1 2 3 

5. Kepala Dusun / Bau 3 – 

5 

- - 

6. Kepala Urusan Tata Usaha 1 - 1 

7. Kepala Urusan Keuangan 1 1 1 

8. Kepala Urusan Perencanaan 1 - - 
 Jumlah 10 - 12 4 6 

 

2.3.2. Pengembangan Perangkat Desa 

Desa  sebagai  organisasi  pemerintah  dibentuk  dan  didirikan  dengan  

tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena memiliki tugas 

yang berat, organisasi pemerintah harus dipimpin dan diisi oleh ssumber 

daya manusia terpilih yang memiliki semangat yang tinggi, komitmen yang 

utuh, dan kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan tugas-tugas 

pemerintahan dan pembangunan (Lembaga Administrasi Negara RI, 2009). 

Berangkat dari kenyataan masih banyaknya perangkat desa yang 

kompetensinya masih kurang memadai akibat prasyarat pendidikan dan 

kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada para perangkat desa 

maka dalam rangka  implementasi  Undang-undang  Desa,  yang  memberikan  

kewenangan  cukup besar kepada pemerintahan desa untuk mengelola 

pemerintahan dan pembangunan, perlu adanya upaya-upaya peningkatan 

kualitas perangkat desa sebagai sumber daya manusia agar mampu 

melaksanakan   tugas-tugas yang diemban pemerintah desa dengan baik. Dalam 
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ilmu manajemen personalia upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia 

disebut pengembangan karyawan. Tujuan pengembangan karyawan adalah 

untuk memperbaiki efektifitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja 

yang telah ditetapkan (Heidjarachman & Suad Husnan, 2008). Perangkat desa 

yang kurang   memiliki   pengetahuan   dan   ketrampilan   tentang   bidang   

tugasnya   akan mengalami  kesulitan  dan  kelambatan  dalam  bekerja,  

berakibat  pada  pemborosan bahan, waktu dan biaya. 

Pengembangan perangkat desa merupakan keharusan yang harus 

dilakukan secara terus-menerus, mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan 

teknologi, dan bertambahnya tugas serta wewenang yang harus diemban. Ada 

beberapa cara pengembangan perangkat desa sesuai kekurangan dan 

kebutuhannya, yaitu: 

1.  Meningkatkan tingkat pendidikan 

Peningkatan tingkat pendidikan dilakukan bagi para perngkat desa 

yang berpendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP). Perangkat desa yang belum tamat pendidikan setingkat SMA 

diwajibkan menempuh pendidikan melalui Kelompok Belajar (Kejar) 

Paket B dan Paket C. Biaya yang diperlukan untuk pendidikan bisa 

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) baik 

seluruhnya maupun sebagian yang diberikan dalam bentuk bantuan 

pendidikan. Bahkan apabila mampu perangkat desa yang telah 

berpendidikan setingkat SMA juga diharapkan menempuh Pendidikan  Tinggi  

agar  bisa  menyesuaikan  diri  dengan  kemajuan  masyaarakat yang 

dilayaninya. 
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2.    Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan  dan  Pelatihan  (Diklat)  diselenggarakan  oleh  lembaga  

khusus yang bertugas mengembangkan aparatur pemerintah. Diklat sangat 

diperlukan bagi semua perangkat desa baik yang baru diangkat maupun yang 

sudah lama bekerja agar dapat meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilannya sesuai dengan bidang tugasnya. Pelaksanaan Diklat bisa 

secara bertahap setiap tahun, misalnya pada tahun pertama dilakukan Diklat 

bagi Kepala Urusan Tata Usaha, tahun kedua bagi Kepala   Urusan   

Keuangan,   dan   seterusnya   hingga   semua   perangkat   desa mendapat 

kesempatan mengikuti Diklat. Biaya Pendidikan dan Pelatihan bisa 

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

atau dianggarkan oleh masing-masing desa dalam APBDes. 

3.   Kursus atau In House Training 

Kursus adalah proses pendidikan yang dilakukan pada suatu lembaga 

pendidikan ketrampilan. In House Training adalah pelatihan yang dilakukan 

bagi karyawan di tempat kerjanya dengan cara mengundang pelatih yang 

professional. Bagi perangkat desa yang memiliki tugas khusus namun belum 

memiliki keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan bidang tugasnya maka 

perlu diberi kesempatan mengikuti kursus. Seorang kepala atau staf urusan 

keuangan yang belum memiliki keahlian di bidang keuangan maka 

diharuskan mengikuti kursus akuntansi. Demikian juga bagi perangkat desa 

yang belum mampu mengoperasionalkan  komputer  atau  teknologi  

informasi  diharuskan  mengikuti kursus komputer atau mengikuti in house 

training bersama-sama perangkat lainnya. In house training adalah pelatihan 
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perangkat desa yang dilakukan di tempat kerja dengan  mengundang  

pelatih/pembimbing  profesional  dari  luar  instansi.  Biaya kursus dan in 

house training bisa dianggarkan dalam APBDes. 

4.  Pengembangan Sistem Seleksi Perangkat Desa 

Untuk mendapatkan perangkat desa yang berkualitas tentunya 

diperlukan sistem seleksi yang baik, yang memungkinkan mendapatkan sumber 

daya manusia yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan sesuai bidang tugas 

yang akan diberikan. Untuk mendapatkan seorang Kelapa Urusan Keuangan 

misalnya, maka disyaratkan bagi pelamar dari lulusan SMK program keaahlian 

akuntansi atau lulusan SMA/MA yang memiliki ijazah ketrampilan akuntansi. 

Sistem seleksi secara umum ada beberapa metode yang lazim 

dipergunakan, antara lain: 

a.  Penelusuran berkas lamaran  

b.  Ujian tertulis 

c.  Ujian praktek 

d.  Wawancara 

e.  Pemeriksaan kesehatan 

Seleksi yang hanya menggunakan metode ujian tertulis sangat lemah 

dan menyesatkan  karena  hanya  menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang  

pandai dalam pengetahuan tapi belum tentu memiliki keahlian/ketrampilan dan 

kepribadian sesuai  yang  diperlukan.  Padahal  dalam  perekrutan  perangkat  

lebih  dibutuhkan orang yang memilki keahlian/ketrampilan dan dedikasi 

dibanding kepandaiannya. 
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Dalam seleksi perangkat desa lima metode ini bisa dipergunakan secara 

bersama-sama asalkan petugas seleksi yang ditunjuk betul-betul bersifat obyektif 

sehingga tidak menimbulkan masalah. Agar obyektif maka perlu dipisahkan 

antara Panitia Seleksi dengan Tim Seleksi. Panitia Seleksi sebaiknya berasal 

dari unsur lembaga desa dan tokoh masyarakat yang umumnya memiliki 

tanggung jawab moral yang tinggi dalam memajukan desanya. Tim Seleksi 

sebaiknya berasal dari lembaga  professional  seperti  Lembaga  Pendidikan  

dan  Pelatihan,  Lembaga Sekolah (SMK/SMA/MA), atau Lembaga Pendidikan 

Ketrampilan (kursus) yang terakreditasi . Tim seleksi ini ditunjuk oleh Panitia 

Seleksi dengan system kontrak kerja. Agar lebih terjamin obyektifitasnya maka 

lembaga yang ditunjuk berasal dari luar desa yang bersangkutan dan 

dirahasiakan. 

Dalam penelitian ini, penulis menyoroti tentang pemberdayaan 

pemerintah Kelurahan dan Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Beberapa contoh Pelayanan Masyarakat yang dapat dilakukan di 

Kelurahan dan Desa yaitu :  

 KARTU KELUARGA (KK) adalah Kartu yang memuat data tentang 

Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga.  

PERSYARATAN :  

o Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan.  

o Kartu Keluarga Asli yang lama atau Surat Ijin menetap yang 

habis masa berlakunya.  

o Fotocopy Akta Perkawinan.  

o Fotocopy Akta Perceraian.  
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o Fotocopy Akta Kelahiran.  

o Fotocopy Akta Pengangkatan Anak bagi Anak Angkat.  

o Fotocopy Surat Ganti Nama (WNI) Turunan Asing.  

o Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) bagi 

WNA. 

o  Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA.  

o Mengisi Formulir Permohonan KK model FS.01 dan Formulir 

Bio Data model FS.02 untuk Bio Data semua anggota keluarga.  

Syarat no 3 sampai 7 harus dilegalisir Berlaku sepanjang tidak ada 

perubahan (mutasi). 

 KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) adalah Sebagai bukti diri 

(legitimasi) bagi setiap Penduduk dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia.  

PERSYARATAN :  

o Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan.  

o Kartu Keluarga Asli. 

o Pasphoto hitam putih terbaru ukuran 3 x 4 = 2 lembar.  

o KTP yang habis masa berlakunya bagi perpanjangan KTP.  

o KTP yang rusak untuk penggantian KTP yang baru.  

o Surat Keterangan dari Kepolisian untuk penggantian KTP hilang.  

o  Mengisi formulir KTP model FS.03 MASA BERLAKU : 3 

(tiga) tahun dan dapat diperpanjang.  

 AKTE KELAHIRAN adalah Akta Kelahiran yang pendaftarannya tidak 

melebihi jangka waktu 60 hari kerja sejak anak dilahirkan  
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PERSYARATAN :  

 Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit, Klinik tempat kelahiran 

anak.  

 Surat Nikah, Akta Perkawinan Catatan Sipil orang tua anak yang 

dilahirkan.  

 KTP / KRT.  

 SBKRI bagi WNI Turunan.  

 Akta Lahir ibu si anak bagi anak luar kawin.  

 Surat-surat Asing bagi WNA dan SKBRI (bagi WNI Turunan).  

 

2.4.   Pelayanan Masyarakat  

Karakteristik pelayanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah 

sebagian besar masih hak monopoli dari pemerintah tersebut sehingga tidak 

terdapat suatu persaingan yang baik dalam pemberian pelayanan kepada 

masyarakat menjadikan lemahnya pengelolaan dan penyediaan pelayanan yang 

berkualitas. Lebih buruk lagi kondisi ini menjadikan para aparatur pemerintahan 

sebagi pengelola dan pemberi pelayanan memanfaatkan untuk mengambil 

keuntungan pribadi, dan cenderung mempersulit prosedur pelayanannya. Akibat 

permasalahan tersebut, citra buruk pada pengelolaan pelayanan publik masih 

melekat sampai saat ini sehingga tidak ada kepercayaan masyarakat pada 

pengelolaan pelayanan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Kenyataan ini 

merupakan tantangan yang harus segera diatasi terlebih pada era persaingan 

bebas pada saat ini. Profesionalitas pelayanan kepada masyarakat dan 

pengembalian kepercayaan masyarakat kepada pemerintah harus diwujudkan.  
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2.5. Pelayanan Publik 

Pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh 

pihak lain yang memiliki hak atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. Pelayanan masyarakat secara hakekatnya dapat diartikan sebagai 

pemenuhan segala kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan urusan 

administrasi ataupun pemberian izin yang bertujuan untuk mempermudah 

aktivitas masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik tadi merupakan 

salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di 

samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi 

publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari 

suatu negara kesejahteraan (welfare state). Pelayanan umum oleh Lembaga 

Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan 

umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau 

jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik dengan 

demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang 

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan 

oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan 

masyarakat (public service function), fungsi pembangunan (development 

function) dan fungsi perlindungan (protection function). Hal yang terpenting 



 
51 

 

 
Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan di wilayah kabupaten Jombang 

 ( Studi kasus pelayanan Pemerintahan di tingkat Kelurahan atau Desa) 

kemudian adalah sejauh mana pemerintah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut 

agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, 

efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Selain 

itu, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip equity dalam menjalankan 

fungsi-fungsi tadi. Artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara 

diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan 

dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas 

pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat 

sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan 

masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum 

(public services) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauhmana 

pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, 

yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan 

perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. Dalam buku Delivering 

Quality Services karangan Zeithaml, Valarie A. (et.al), 1990, yang membahas 

tentang bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat pelanggan terhadap 

pelayanan yang mereka terima, baik berupa barang maupun jasa. Dalam hal ini 

memang yang menjadi tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana 

mempersiapkan pelayanan public tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh 

publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai 

pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh 

pemerintah. Kemudian, untuk tujuan tersebut diperinci sebagai berikut : 

a. Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya; 
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b. Memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai customers; 

c. Berusaha memuaskan pengguna pelayanan, sesuai dengan yang 

diinginkannya; 

d. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas; 

e. Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan lain. 

Berangkat dari persoalan mempertanyakan kepuasan masyarakat terhadap 

apa yang diberikan oleh pelayan dalam hal ini yaitu administrasi public adalah 

pemerintah itu sendiri dengan apa yang mereka inginkan, maksudnya yaitu 

sejauhmana publik berharap apa yang akhirnya diterima mereka. Dengan 

demikian dilakukan penilaian tentang sama tidaknya antara harapan dengan 

kenyataan, apabila tidak sama maka pemerintah diharapkan dapat mengoreksi 

keadaan agar lebih teliti untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.  

Selanjutnya dipertanyakan apakah terhadap kehendak masyarakat, seperti 

ketentuan biaya yang tepat, waktu yang diperhitungkan dan mutu yang dituntut 

masyarakat telah dapat terpenuhi. Andaikata tidak terpenuhi, pemerintah 

diharapkan mengkoreksi keadaan, sedangkan apabila terpenuhi dilanjutkan pada 

pertanyaan berikutnya, tentang berbagai informasi yang diterima masyarakat 

berkenaan dengan situasi dan kondisi, serta aturan yang melengkapinya. 

 

2.6. Faktor-Faktor yang Menentukan Kualitas Jasa 

Sebuah perusahaan jasa sebisa mungkin dapat memberikan jasa yang 

berkualitas tinggi secara konsisten dan kontinyu dibandingkan dengan pesaing, 

dalam rangka memenuhi harapan pelanggan. Usaha jasa terbilang cukup rumit 
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dan sangat kompleks dari pada barang yang mempunyai wujud konkrit, sehingga 

menyulitkan seseorang untuk mengidentifikasinya dalam waktu yang singkat.  

Akan tetapi beberapa pakar di bidang pemasaran mencoba melakukan studi 

atau mencari pendekatan tentang dimensi atau faktor utama yang menentukan 

kualitas jasa. Menurut Parasuraman, Zeithamal & Bery (Rangkuti, 2002: 29), 

bahwa untuk dapat menentukan standar kualitas jasa dapat dilihat dari dimensi 

atau kriteria berikut: 

 Reliability (keandalan) 

 Responsiveness (ketanggapan) 

 Competence (kemampuan) 

 Acces (mudah diperoleh) 

 Courtesy (keramahan) 

 Comunication (komunikasi) 

 Credibility (dapat dipercaya) 

 Security (keamanan) 

 Understanding (knowing the costumer) (memahami pelanggan) 

 Tangibles (bukti nyata yang kasat mata) 

 

2.7. Konsep dan Kualitas Pelayanan 

2.7.1. Pengertian Pelayanan 

Menurut Assauri (1999: 149) pelayanan merupakan bentuk 

pemberian yang diberikan oleh produsen baik terhadap pelayanan barang 

yang diproduksi maupun terhadap jasa yang ditawarkan guna memperoleh 

minat konsumen, dengan demikian pelayanan mempengaruhi minat 
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konsumen terhadap suatu barang atau jasa dari pihak perusahaan yang 

menawarkan produk atau jasa. 

Apabila pelayanan yang ditawarkan perusahaan sesuai dengan 

keinginan konsumen maka produk/jasa yang ditawarkan akan dibeli. 

Sedangkan bila terjadi pelayanan yang tidak sesuai dengan keinginan 

konsumen maka dapat di pastikan produk/jasa tersebut kurang diminati 

konsumen.  

 

2.7.2. Kualitas Pelayanan 

Menurut Goetsh dan Davis (Tjiptono, 2000: 81) bahwa kualitas 

pelayanan adalah merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk jasa, dan manusia proses dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi pelanggan. Sedangkan menurut Hary (Tjiptono, 2000: 90) 

kualitas pelayanan merupakan suatu proses atau aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan yang dapat dirasakan secara langsung hasilnya, yang 

pada akhirnya memenuhi harapan pelanggan. Menurut Lyhe (1996: 118) 

pelayanan bukan hanya mendengarkan dan menjawab keluhan konsumen, 

tapi lebih dari itu pelayanan yang berkualitas merupakan sarana untuk 

mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan konsumen. 

 

2.8.   Survei Kepuasan Masyarakat 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang 

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan 



 
55 

 

 
Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan di wilayah kabupaten Jombang 

 ( Studi kasus pelayanan Pemerintahan di tingkat Kelurahan atau Desa) 

dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara 

harapan dan kebutuhannya. 

2.8.1. Unsur-unsur Penilaian  

Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayaan aparatur Negara dan 

reformasi birokrasi nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey 

kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik,  

bahwa unsure penilaian tersebut terdiri 9 unsur yaitu :   

1. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayananan, baik persyaratan teknis maupun 

administrasi.  

2. Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi 

dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan .  

3. Waktu pelayanan 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya / Tarif  

Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima 

layanan dalam mengurus dan/ atau memperoleh pelayanan dari 

penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

antara penyelenggara dan masyarakat .  
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5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang 

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap jenis 

spesifikasi jenis pelayanan.  

6. Kompetensi Pelaksana 

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan 

pengalaman .  

7. Perilaku Pelaksana 

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan.  

8. Maklumat Pelayanan 

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan 

dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai 

dengan standar pelayanan .  

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara 

pelaksanaan penanganan  pengaduan dan tindak lanjut . 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis  Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan proses dan kualitas layanan 

administrasi kependudukan yang dirasakan masyarakat, di mana peneliti secara 

langsung ke objek penelitian untuk melakukan pengamatan dan menganalisis 

aktifitas petugas Kelurahan dan Desa. Tetapi dalam penelitian ini yang menjadi 

obyek penelitian adalah prilaku masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh 

aparatur pemerintah desa atau kelurahan di wilayah kerja kabupaten Jombang. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini akan digunakan tipe penelitian deskriftif. Dimana 

menurut Zikmund (2000) bahwa penelitian deskriftif dilakukan dengan maksud 

untuk mendeskripsikan (melukiskan) sesuatu fakta lapangan secara sistematis.  

 

3.2 Jenis dan Sumber data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data 

primer dan data sekunder: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian 

melalui observasi dan  kuesioner yang disebarkan. Data tersebut berupa 

tanggapan masyarakat di tingkat kielurahan dan desa di wilayah Kabupaten 

Jombang .   

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek 

penelitian berupa dokumen atau laporan – laporan, berupa gambaran umum  

lokasi penelitian, dan data lainnya yang relevan dengan penelitian ini. 
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3.3 Langkah-langkah penelitian 

 Persiapan : 

Meliputi penetapan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh unit 

independent, penyiapan bahan berupa kuesioner serta alat yang 

digunakan, penetapan responden jumlah responden minimal 100 orang 

dari jumlah populasi penerimaan layanan dengan dasar (“Jumlah unsur” 

+ 1) x10 = Jumlah. Jadi Responden (9 + 1 ) x 10 = 100 orang (kategori 

data analysis oleh Freeman), tetapi dengan maksud agar lebih valid 

maka responden yang diambil dalam survey ini sebanyak 820 orang, 

Penentuan Lokasi yaitu di seluruh kantor Kelurahan dan Desa dengan 

proportional random sampling di wilayah Kabupaten Jombang, dengan 

mempertimbangkan penelitian sebelumnya  

 Pelaksanaan Pengumpulan Data : 

Meliputi pengumpulan data terhadap 9 unsur pelayanan yang telah 

ditetapkan, kemudian melakukan pengisian kuesioner oleh masyarakat 

yang pernah dilayani di pemerintahan kelurahan ataupun desa di 

sebagian wilayah kabupaten Jombang,  kemudian dikumpulkan untuk 

diedit. 

 Pengolahan Data : 

Metode pengolahan  dengan bertumpu pada aturan yang ada, yaitu yang 

dikeluarkan oleh Menpan tahun 2006.  
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3.4 Metode Penarikan Sampel 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan populasi adalah masyarakat  

kelurahan atau desa di wilayah kecamatan Kabupaten Jombang. Dari populasi 

ditarik sejumlah sampel, yaitu sebagian populasi yang akan diteliti dan dianggap 

representatif untuk mewakili populasi. 

Langkah-langkah pengambilan sampel dari responden adalah sebagai berikut : 

 Untuk wilayah kecamatan yang diambil oleh peneliti adalah 8 kecamatan 

dengan maksud agar hasil pengambilan responden lebih representatif, 

berarti untuk wilayah kecamatan peneliti menggunakan sistem undian  

 Setelah kecamatan terpilih pendataan jumlah desa di masing-masing 

kecamatan, selanjutnya menentukan sampel jumlah desa yang diteliti 

dengan metode proportional random sampling, yaitu : 

Jumlah desa =  ∑   desa  di  kecamatan    

           ∑ desa di kab. Jombang 

 Tetapi karena penelitian ini merupakan kelanjutan survey sebelumnya yaitu 

tahun 2015, maka sisa desa di tiap-tiap kecamatan dijadikan obyek desa 

penelitian survey ini . 

 Jika jumlah desa sudah diketahui, selanjutnya sebagai penentuan lokasi 

desa digunakan adjugment peneliti yaitu semua sisa desa yang belum 

dilakukan penelitian tahun anggaran 2015, maka semuanya menjadi desa 

atau obyek penyebaran angket survey kali ini atau tahun anggaran 2016. 

 Desa diketahui, maka penyebaran kuisioner tiap desa atau kelurahan rata-

rata desa 10 (sepuluh), dengan pertimbangan jumlah kuisioner yang 

dianggap cukup, akhirnya peneliti membagi rata di tiap desa. 
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 Penyebaran kuisioner dilakukan dengan sistem accidental sampling, artinya 

penyebaran sesuai dengan anggapan peneliti bahwa calon responden sudah 

cukup dewasa untuk menjawab kuisioner. 

Secara ringkas langkah-langkah pengambilan sampel nampak pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 3.1. 

Tabel penentuan sampel 

 

No Nama Kecamatan 
Jml 

Desa 

∑ 

Sampel 

Desa 
Desa terpilih 

Jml 

Respd 

Jml 

Resp 

Se 

Kec. 

1 Diwek 20 13 

Puton 10 

130 

Bendet 10 

Bulurejo 10 

Watu Galuh 10 

Pundong 10 

Diwek 10 

Bandung 10 

Kedawong 10 

Ngudirejo 10 

Ceweng 10 

Brambang 10 

Jatipelem 10 

Keras 10 

2 Ngoro 13 9 

Genukwatu 10 

90 

Rejoagung 10 
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Pulorejo 10 

Banyuarang 10 

Sidowarek 10 

Kesamben 10 

Kertorejo 10 

Ngoro 10 

Sugihwaras 10 

3 Bareng 13 9 

Kebondalem 10 

90 

Mundusewu 10 

Karangan 10 

Ngampungan 10 

Jenisgelaran 10 

Bareng 10 

Mojotengah 10 

Banjaragung 10 

Nglebak 10 

4 Kudu 11 7 Sidokaton 10 

70 

Tapen 10 

Sumberteguh 10 

Menturus 10 

Kepuhrejo 10 

Bendungan 10 

Katemas 10 
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5 Mojoagung 18 12 

Kedunglumpang 10 

120 

Kademangan 10 

Tejo 10 

Kauman 10 

Mojotrisno 10 

Tanggalrejo 10 

Dukuhdimoro 10 

Miagan 10 

Mancilan 10 

Betek 10 

Karobelah 10 

Seketi 10 

6 Kabuh 16 11 

Tanjungwadung 10 

110 

Mangunan 10 

Kabuh 10 

Banjardowo 10 

Sumberingin 10 

Sumbergondang 10 

Genengan jasem 10 

Munungkerep 10 

Manduro 10 

Pengampon 10 

Sumberaji 10 
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7 Kesamben 14 9 

Kedungmlati 10 

90 

Watudakon 10 

Wuluh 10 

Pojokrejo 10 

Kesamben 10 

Jombatan 10 

Pojokkulon 10 

Gumulan 10 

Jatiduwur 10 

8 Gudo 18 12 

Pucangro 10 

120 

Kedungturi 10 

Japanan 10 

Mentaos 10 

Sukopinggir 10 

Bugasurkedaleman 10 

Pesanggrahan 10 

Spanyul 10 

Godong 10 

Mejoyolosari 10 

Plumbon Gambang 10 

Gempol legundi 10 

Jumlah desa …………………… 82 Jumlah responden ……… 820 

Sumber data : Diolah 
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Gambar 3.1 : 

Langkah-langkah Penentuan sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Teknik Analisis 

Dalam penelitian survey ini, analisis yang digunakan oleh peneliti adalah 

analisis deskriptif kualitatif. Langhkahnya adalah : 

1. Data jawaban responden dilakukan terlebih dulu tabulasi artinya memasukkan 

jawaban ke kolomk jawaban yang disediakan 

2. Setelah tabulasi peneliti memberikan ulasan secukupnya terkait jawaban yang 

masuk di tim peneliti 

3. Akhir analisis adalah dengan mengakumulasi jawaban dengan indicator 9 

ukuran untuk dilakukan generalisasi jawaban yang merupakan akhir hasil 

penelitian   

Kecamatan 

Desa terpilih 

 

Desa terpilih Desa terpilih 

 

Dusun terpilih 

 

Dusun terpilih 

 

Dusun terpilih 

 

Responden 

dengan pengambilan subyek 

menggunakan Accidental Sampling 
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BAB IV 

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN 

 

4.1. Keberadaan Jombang 

Jombang adalah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa 

Timur. Luas wilayahnya 1.159,50 km²
[2]

, dan jumlah penduduknya 1.201.557 jiwa 

(2010), terdiri dari 597.219 laki-laki, dan 604.338 perempuan. Pusat kota Jombang 

terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten, memiliki ketinggian 44 meter di atas 

permukaan laut, dan berjarak 79 km (1,5 jam perjalanan) dari barat daya Kota 

Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Jombang memiliki posisi yang sangat 

strategis, karena berada di persimpangan jalur lintas utara, dan selatan Pulau Jawa 

(Surabaya-Madiun-Yogyakarta), jalur Surabaya-Tulungagung, serta jalur Malang-

Tuban.  

Jombang juga dikenal dengan sebutan Kota Santri, karena banyaknya 

sekolah pendidikan Islam (pondok pesantren) di wilayahnya.
[4]

 Bahkan ada pameo 

yang mengatakan Jombang adalah pusat pondok pesantren di tanah Jawa karena 

hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pasti pernah berguru di Jombang. Di 

antara pondok pesantren yang terkenal adalah Tebuireng, Denanyar, Tambak 

Beras, Pesantren Attahdzib (PA), dan Darul Ulum (Rejoso). 

Banyak tokoh terkenal Indonesia yang dilahirkan di Jombang, di 

antaranya adalah mantan Presiden Indonesia yaitu KH Abdurrahman Wahid, 

pahlawan nasional KH Hasyim Asy'ari dan KH Wahid Hasyim, tokoh intelektual 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang#cite_note-2
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya
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https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Madiun
https://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Tulungagung
https://id.wikipedia.org/wiki/Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Tuban
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang#cite_note-4
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Islam Nurcholis Madjid, serta budayawan Emha Ainun Najib dan seniman Cucuk 

Espe. 

Konon, kata Jombang merupakan akronim dari kata berbahasa Jawa 

yaitu ijo (Indonesia: hijau) dan abang (Indonesia: merah). Ijo mewakili kaum 

santri (agamis), dan abang mewakili kaum abangan (nasionalis/kejawen). Kedua 

kelompok tersebut hidup berdampingan, dan harmonis di Jombang. Bahkan kedua 

elemen ini digambarkan dalam warna dasar lambang daerah Kabupaten Jombang.  

4.1.1. Sejarah Kota Jombang 

Penemuan fosil Homo mojokertensis di lembah Sungai Brantas 

menunjukkan bahwa seputaran wilayah yang kini adalah Kabupaten Jombang 

diduga telah dihuni sejak ratusan ribu tahun yang lalu. 

Tahun 929, Raja Mpu Sindok memindahkan pusat Kerajaan Mataram 

dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, diduga karena letusan Gunung Merapi atau 

serangan Kerajaan Sriwijaya. Beberapa literatur menyebutkan pusat kerajaan 

yang baru ini terletak di Watugaluh. Suksesor Mpu Sindok adalah Sri Isyana 

Tunggawijaya (947-985) dan Dharmawangsa (985-1006). Tahun 1006, sekutu 

Sriwijaya menghancurkan ibukota kerajaan Mataram, dan menewaskan Raja 

Dharmawangsa. Airlangga, putera mahkota yang ketika itu masih muda, berhasil 

meloloskan diri dari serbuan Sriwijaya, dan ia menghimpun kekuatan untuk 

mendirikan kembali kerajaan yang telah runtuh. Bukti petilasan sejarah Airlangga 

sewaktu menghimpun kekuatan kini dapat dijumpai di Sendang Made, 

Kecamatan Kudu. Tahun 1019, Airlangga mendirikan Kerajaan Kahuripan, yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Nurcholis_Madjid
https://id.wikipedia.org/wiki/Emha_Ainun_Najib
https://id.wikipedia.org/wiki/Cucuk_Espe
https://id.wikipedia.org/wiki/Cucuk_Espe
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Homo_Mojokertensis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Brantas
https://id.wikipedia.org/wiki/Mpu_Sindok
https://id.wikipedia.org/wiki/Mataram_Kuno
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Merapi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Sriwijaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Watugaluh,_Diwek,_Jombang
https://id.wikipedia.org/wiki/1006
https://id.wikipedia.org/wiki/Dharmawangsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Dharmawangsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Airlangga
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sendang_Made&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kudu,_Jombang
https://id.wikipedia.org/wiki/Airlangga
https://id.wikipedia.org/wiki/Kahuripan


 
67 

 

 
Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan di wilayah kabupaten Jombang 

 ( Studi kasus pelayanan Pemerintahan di tingkat Kelurahan atau Desa) 

kelak wilayahnya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali; serta mengadakan 

perdamaian dengan Sriwijaya. 

Pada masa Kerajaan Majapahit, wilayah yang kini Kabupaten 

Jombang merupakan gerbang Majapahit. Gapura barat adalah Desa Tunggorono, 

Kecamatan Jombang, sedang gapura selatan adalah Desa Ngrimbi, Kecamatan 

Bareng. Hingga ini banyak dijumpai nama-nama desa/kecamatan yang diawali 

dengan prefiks mojo-, di antaranya Mojoagung, Mojowarno, Mojojejer, 

Mojotengah, Mojotrisno, Mojongapit, dan sebagainya. Salah satu peninggalan 

Majapahit di Jombang adalah Candi Arimbi di Kecamatan Bareng. 

Menyusul runtuhnya Majapahit, agama Islam mulai berkembang di 

kawasan, yang penyebarannya dari pesisir pantai utara Jawa Timur. Jombang 

kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Mataram Islam. Seiring dengan 

melemahnya pengaruh Mataram, Kolonialisasi Belanda menjadikan Jombang 

sebagai bagian dari wilayah VOC pada akhir abad ke-17, yang kemudian sebagai 

bagian dari Hindia Belanda pada awal abad ke 18, dan juga seperti di daerah lain 

juga pernah diduduki oleh Bala Tentara Dai Nippon (Jepang) pada tahun 1942 

sampai Indonesia merdeka di tahun 1945. 

Jombang juga menjadi bagian dari wilayah gerakan revolusi 

kemerdekaan Indonesia. Etnis Tionghoa juga berkembang dengan adanya tiga 

kelenteng di wilayah Jombang, dan sampai sekarang masih berfungsi. Etnis Arab 

juga cukup signifikan berkembang. Hingga kini pun masih ditemukan sejumlah 
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kawasan yang mayoritasnya adalah etnis Tionghoa, dan Arab, terutama di 

kawasan perkotaan. 

Tahun 1811, didirikan Kabupaten Mojokerto, di mana meliputi pula 

wilayah yang kini adalah Kabupaten Jombang. Jombang merupakan salah satu 

residen di dalam Kabupaten Mojokerto. Bahkan Trowulan (di mana merupakan 

pusat Kerajaan Majapahit), adalah masuk dalam kawedanan (onderdistrict 

afdeeling) Jombang. Alfred Russel Wallace (1823-1913), naturalis asal Inggris 

yang memformulasikan Teori Evolusi, dan terkenal akan Garis Wallace, pernah 

mengunjungi, dan bermalam di Jombang ketika mengeksplorasi keanekaragaman 

hayati Indonesia. 

Tahun 1910, Jombang memperoleh status Kabupaten, yang 

memisahkan diri dari Kabupaten Mojokerto, dengan Raden Adipati Arya 

Soeroadiningrat sebagai Bupati Jombang pertama.
[6]

 Masa pergerakan nasional, 

wilayah Kabupaten Jombang memiliki peran penting dalam menentang 

kolonialisme. Beberapa putera Jombang merupakan tokoh perintis kemerdekaan 

Indonesia, seperti KH Hasyim Asy'ari (salah satu pendiri NU dan pernah 

menjabat ketua Masyumi) dan KH Wachid Hasyim (salah satu anggota BPUPKI 

termuda, serta Menteri Agama RI pertama). Undang-undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur mengukuhkan Jombang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Timur. 
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4.1.2.  Wilayah Administrasif Jombang 

 

 

 

 

 

                      Peta Kabupaten Jombang 

Kabupaten Jombang terdiri atas 21 kecamatan, yang mencakup 306 

desa dan 4 kelurahan. Sebagai pusat pemerintahan adalah Kecamatan Jombang. 

Kecamatan Ngusikan, merupakan pemekaran dari Kecamatan Kudu yang 

dibentuk pada tahun 2001. 

No. Kecamatan Luas Wilayah 

(km²) 

Jumlah 

desa/kelurahan 

1 Bandar Kedungmulyo  32,50 11 

2 Perak  29,05 13 

3 Gudo 34,39 18 

4 Diwek  47,70 20 

5 Ngoro  49,86 13 

6 Mojowarno  78,62 19 

7 Bareng 94,27 13 

8 Wonosalam 121,63 9 

9 Mojoagung 60,18 18 
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10 Sumobito 47,64 21 

11 Jogoroto 28,28 11 

12 Peterongan  29,47 14 

13 Jombang 36,40 20 

14 Megaluh 28,41 13 

15 Tembelang 32,94 15 

16 Kesamben  51,72 14 

17 Kudu 77,75 11 

18 Ngusikan  34,98 11 

19 Ploso 25,96 13 

20 Kabuh  97,35 16 

21 Plandaan  120,40 13 

                  Sumber : Peta topografi Kabupaten Jombang 2015 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang merupakan dataran 

rendah, yakni 90% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 500 meter 

dpl. Secara umum Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi 3 bagian: 

 Bagian utara, terletak di sebelah utara Sungai Brantas, meliputi sebagian 

besar Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kabuh, dan sebagian Kecamatan 

Ngusikan, dan Kecamatan Kudu. Merupakan daerah perbukitan kapur yang 

landai dengan ketinggian maksimum 500 m di atas permukaan laut. 

Perbukitan ini merupakan ujung timur Pegunungan Kendeng. 
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 Bagian tengah, yakni di sebelah selatan Sungai Brantas, merupakan dataran 

rendah dengan tingkat kemiringan hingga 15%. Daerah ini merupakan 

kawasan pertanian dengan jaringan irigasi yang ekstensif serta kawasan 

permukiman penduduk yang padat. 

 Bagian selatan, meliputi Kecamatan Wonosalam, dan sebagian Kecamatan 

Bareng, dan Mojowarno. Merupakan daerah pegunungan dengan kondisi 

wilayah yang bergelombang. Semakin ke tenggara, semakin tinggi. Hanya 

sebagian Kecamatan Wonosalam yang memiliki ketinggian di atas 500 m. 

 

4.1.3.  S u n g a i  

Sungai Brantas, yang merupakan sungai terbesar di Jawa Timur, 

memisahkan Kabupaten Jombang menjadi dua bagian: bagian utara (24%) dan 

bagian selatan (76%), sepanjang ±44 km. Kabupaten Jombang juga terus 

berupaya dalam menyelamatkan tanggul, dan ekosistem yang ada di sepanjang 

sungai Brantas. Langkah itu antara lain, dengan membentuk Kelompok 

Masyarakat (Pokmas) yang anggotanya terdiri dari para penambang pasir yang 

ada di 8 kecamatan, dan tersebar di 34 desa.
[8]

 Sungai-sungai lain yang 

signifikan adalah Sungai Marmoyo (23 km), Sungai Ngotok Ring Kanal (27 

km), Sungai Konto (14 km), Sungai Gunting (12 km), dan Sungai Jurangjero 

(12 km). 
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4.1.4.  Iklim dan cuaca 

Wilayah Kabupaten Jombang mempunyai letak geografi antara 5.20° 

- 5.30° Bujur Timur, dan antara :7.20' dan 7.45' lintang selatan dengan luas 

wilayah 115.950 Ha atau 2,4 % luas Provinsi Jawa Timur. 

Keadaan iklim khususnya curah hujan di Kabupaten Jombang yang 

terletak pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut mempunyai curah hujan 

relatif rendah yakni berkisar antara 1750 - 2500 mm pertahun. Sedangkan untuk 

daerah yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan air 

laut, rata-rata curah hujannya mencapai 2500 mm pertahunnya. 

Kabupaten Jombang adalah termasuk yang mempunyai iklim tropis, 

sedangkan berdasarkan hasil perhitungan menurut klasifikasi yang diberikan 

oleh Smidt, dan Ferguson termasuk tipe iklim D. Dimana tipe ini biasanya 

musim penghujan jatuh pada bulan Oktober sampai April, dan musim kemarau 

jatuh pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober.  

 

4.1.5.   P e n d u d u k  di Kabupaten Jombang 

            a.  Demografi 

Jumlah penduduk Kabupaten Jombang adalah 1.201.557 jiwa 

(2010) terdiri dari 597.219 laki-laki, dan 604.338 perempuan. Sedikitnya 

55% penduduk tinggal di wilayah perkotaan. Kepadatan penduduk di 

Kabupaten Jombang sebesar 997 jiwa/km². Konsentrasi sebaran penduduk 

terutama di Kecamatan Jombang (dengan tingkat kepadatan penduduk 
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tertinggi, yakni 3.198 jiwa/km²), Kecamatan Tembelang (bagian selatan), 

Kecamatan Peterongan (bagian tengah, dan selatan), Kecamatan Jogoroto, 

Kecamatan Mojowarno (bagian utara, dan timur), sepanjang jalan raya 

Jombang-Peterongan-Mojoagung-Mojokerto, serta sepanjang jalan raya 

Jombang-Diwek-Blimbing-Ngoro-Kandangan. Kawasan padat penduduk 

lainnya adalah kawasan perkotaan di kecamatan Ploso, Perak, dan Ngoro. 

Bagian barat laut (yang merupakan perbukitan kapur) dan bagian tenggara 

(yang merupakan daerah pegunungan) merupakan kawasan yang memiliki 

kepadatan penduduk jarang. Pertumbuhan penduduk tahun 2007 s/d 2009 

meningkat rata-rata 11,01 % pertahun.  

              b.  Etnis dan bahasa 

Penduduk Jombang pada umumnya adalah etnis Jawa. Namun, 

terdapat minoritas etnis Tionghoa dan Arab yang cukup signifikan. Etnis 

Tionghoa, dan Arab umumnya tinggal di kawasan perkotaan, dan bergerak 

di sektor perdagangan, dan jasa. 

Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang digunakan sebagai 

bahasa sehari-hari. Bahasa Jawa yang dituturkan banyak memiliki pengaruh 

Dialek Surabaya yang terkenal egaliter, dan blak-blakan. Kabupaten 

Jombang juga merupakan daerah perbatasan dua dialek Bahasa Jawa, antara 

Dialek Surabaya, dan Dialek Mataraman. Beberapa kawasan yang 

berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk, dan Kediri memilki pengaruh 

Dialek Mataraman yang banyak memiliki kesamaan dengan Bahasa Jawa 
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Tengahan. Salah satu ciri khas yang membedakan Dialek Surabaya dengan 

Dialek Mataram adalah penggunaan kata arek (sebagai pengganti kata 

bocah) dan kata cak (sebagai pengganti kata mas).  

            c.  A g a m a 

Sebagian besar agama yang dianut penduduk Jombang adalah 

Islam dianut oleh 95% penduduk Kabupaten Jombang, diikuti dengan 

agama Kristen Protestan (2%), Katolik (1.5%), Buddha (1%), Hindu 

(0,3%), dan lainnya (0,2%). 

Meskipun Jombang dikenal dengan sebutan "kota santri", 

karena banyaknya sekolah pendidikan Islam (pondok pesantren) di 

wilayahnya, Namun kehidupan beragama di Kabupaten Jombang sangat 

toleran. Di Kecamatan Mojowarno, (atau sekitar 8 km dari Ponpes 

Tebuireng), merupakan kawasan dengan pemeluk mayoritas beragama 

Kristen Protestan, dan daerah tersebut pernah menjadi pusat penyebaran 

salah satu aliran agama Kristen Protestan pada era Kolonial Belanda, 

dengan bangunan gereja tertua, dan salah satu terbesar di Jawa Timur yaitu 

Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Mojowarno dengan dilengkapi rumah 

sakit Kristen, dan Sekolah-sekolah Kristen. Agama Hindu juga dianut 

sebagian penduduk Jombang, terutama di kawasan selatan (Wonosalam, 

Bareng, dan Ngoro). Selain itu, Kabupaten Jombang memiliki tiga 

kelenteng yang cukup tua, dan terkenal di pulau Jawa, yakni Hok Liong 

Kiong (福隆宮) di Kecamatan Jombang (didirikan ± tahun 1890), Hong 
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San Kiong (鳳山宮) di Kecamatan Gudo (didirikan ± tahun 1710) dan Boo 

Hway Bio (茂淮廟) di Kecamatan Mojoagung (didirikan ± tahun 1930). 

             d.   Pendidikan 

Kabupaten Jombang memiliki sejumlah perguruan tinggi, di 

antaranya Universitas Darul Ulum (UNDAR), STKIP PGRI Jombang, 

STIE PGRI Dewantara, Universitas KH A Wahab Hasbullah (Unwaha), 

Universitas Hasyim Asy'ari (Unhasy), Universitas Pesantren Darul Ulum 

(UNIPDU), STIKES Pemkab Jombang, STIKES ICME, Sekolah Tinggi 

Agama Islam At-Tahdzib (STAIA), serta sejumlah akademi. Universitas 

Darul Ulum (Undar) di Jombang. 

Pada tahun 2005, Kabupaten Jombang terdapat 560 SD negeri, 

dan 22 SD swasta; 46 [{Sekolah Menengah Pertama|SMP]] negeri, dan 86 

SMP swasta; 12 SMA negeri, dan 37 SMA swasta; 7 SMK negeri, dan 39 

SMK swasta. Sementara, untuk sekolah formal Islam, terdapat 5 MI negeri, 

dan 257 MI swasta; 17 MTs negeri, dan 102 MTs swasta; serta 10 MA 

negeri, dan 65 MA swasta.  

Sekolah favorit di Kabupaten Jombang pada umunya untuk 

tingkat SD adalah SDN Kepanjen 2, SDN Jombatan 3, dan SD Islam 

Roushon Fikr, untuk tingkat SMP adalah SMPN 1 Jombang,SMPN 2 

Jombang dan SMPN 1 Tembelang, sedang untuk tingkat SMA adalah 

SMAN 2 Jombang dan SMAN Mojoagung yang berstatus RSBI, SMAN 3 

Jombang, SMAN 1 Jombang dan SMA Unggulan Darul Ulum 1 dan 2. 
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Sekolah kejuruan di Jombang juga menjadi sekolah unggulan untuk remaja 

Jombang misalnya SMKN 1 Jombang (SMEA) yang memiliki hotel sendiri, 

SMKN 2 Jombang (SMKK) dan SMKN 3 Jombang (STM). 

 

4.1.6. Perekonomian 

          a.   Pertanian 

Sektor pertanian menyumbang 38,16% total PDRB Kabupaten 

Jombang. Meski nilai produksi pertanian mengalami peningkatan, namun 

kontribusi sektor ini mengalami penurunan. Sektor pertanian digeluti oleh 

sedikitnya 31% penduduk usia kerja. Tradisi, kemudahan yang disediakan 

oleh alam, dan adanya terobosan baru rupanya menjadikan alasan untuk 

bertahan. Kesuburan tanah di sini konon dipengaruhi oleh material letusan 

Gunung Kelud yang terbawa arus deras Sungai Brantas dan Kali Konto 

serta sungai-sungai kecil lainnya. Sistem pengairan juga sangat ekstensif, 

dan memadai, dan 83% di antaranya merupakan irigasi teknis. 

Sedikitnya 42% lahan di Jombang digunakan sebagai area 

persawahan. Letaknya di bagian tengah kabupaten dengan ketinggian 25-

100 meter dpl. Lokasi ini ditanamai tanaman padi serta palawija seperti 

jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu. 

Komoditas andalan tanaman pangan Kabupaten Jombang di tingkat 

provinsi adalah padi, jagung, kacang kedelai dan ubi kayu. Besarnya 

produksi padi telah menempatkan Jombang sebagai daerah swasembada 

beras di provinsi Jawa Timur. 
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Di bagian utara merupakan sentra buah-buahan seperti mangga, 

pisang, nangka, dan sirsak. Kecamatan Wonosalam juga merupakan sentra 

buah-buahan terutama Durian Bido. Kecamatan Perak merupakan penghasil 

utama jeruk nipis, yang diunggulkan karena tipis kulitnya serta banyak 

airnya. 

            b.   Perkebunan 

Komoditas andalan perkebunan Kabupaten Jombang di tingkat 

provinsi adalah tebu. Sedang di tingkat regional, komoditas unggulan 

adalah serat karung, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, randu, tembakau, dan 

beberapa tanaman Toga (lengkuas, kencur, kunyit, jahe, dan serai). Proyek 

percontohan Toga terlengkap di Jombang adalah Taman Toziega PKK 

Kabupaten Jombang, dan Toziega Asri di Desa Dapurkejambon Jombang. 

Toziega (Taman Obat Gizi, dan Ekonomi Keluarga) merupakan 

pengembangan dari Toga (Tanaman Obat Keluarga). Dimana dalam 

Toziega ditambahkan pengadaan sumber gizi secara mandiri, dan 

komersialisasi dari hasil pengelolaan tanaman obat. Gagasan proyek 

percontohan Toziega dicetuskan, dan dibidani oleh Ir. Tyasono Sankadji 

yang kemudian menjadi salah satu jargon kebanggaan pertanian, dan 

perkebunan Kabupaten Jombang. Tebu merupakan bahan mentah utama 

industri gula di Jombang, (dimana Jombang memiliki dua pabrik gula). 

Perkebunan tebu tersebar merata di dataran rendah, dan dataran tinggi 

Kabupaten Jombang. Daerah pegunungan di sebelah tenggara (terutama 

Kecamatan Wonosalam) merupakan sentra tanaman perkebunan kopi, 
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kakao, dan cengkeh. Daerah pegunungan di utara merupakan penghasil 

utama tembakau di Jombang. 

 

             c.   Kehutanan 

Hampir 20% wilayah Kabupaten Jombang merupakan kawasan 

hutan. Kawasan hutan tersebut terdapat di bagian utara (kecamatan 

Plandaan, Kabuh, Kudu, dan Ngusikan) serta bagian tenggara Kabupaten 

Jombang (kecamatan Wonosalam, Bareng, dan Mojowarno). Di wilayah 

hutan Kabupaten Jombang, 61% merupakan hutan produksi, 23% hutan 

tebang pilih, 15% hutan wisata, dan 1,5% merupakan hutan lindung. Kayu 

jati adalah komoditas unggulan subsektor kehutanan di Kabupaten 

Jombang. 

 

             d.  Peternakan dan perikanan 

Komoditas peternakan Kabupaten Jombang meliputi ayam 

pedaging, ayam petelur, ayam buras, sapi potong, sapi perah, kerbau, 

kambing, domba, dan itik. Ayam pedaging merupakan komoditas unggulan 

peternakan di tingkat provinsi. Beberapa perusahaan menengah bergerak di 

bidang peternakan. Mengingat lokasi Kabupaten Jombang yang bukan 

kawasan pantai, perikanan perairan umum, dan kolam merupakan 

komoditas unggulan di bidang perikanan. 
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              e.  Perdagangan 

Sektor perdagangan menyumbang PDRB kabupaten terbesar 

kedua setelah pertanian. Majunya pertanian di Jombang rupanya turut 

menggairahkan sektor perdagangan. Kabupaten Jombang merupakan salah 

satu penyuplai utama komoditas pertanian tanaman pangan, dan 

perkebunan di Jawa Timur. Kabupaten Jombang memiliki 17 pasar umum 

yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, serta 12 pasar hewan. Kota 

Jombang sendiri memiliki Pasar Legi Citra Niaga, Pasar Pon, Pasar Loak, 

dan Pasar Burung (Pasar Senggol). Perdagangan retail dilayani oleh 

berbagai pusat perbelanjaan serta supermarket besar maupun kecil. Di 

samping Pasar Legi Citra Niaga, dua kawasan ruko yang terbesar adalah 

Kompleks Simpang Tiga, dan Kompleks Cempaka Mas. Selain kota 

Jombang, kawasan pusat komersial regional di Kabupaten Jombang 

terdapat di Mojoagung, Ploso, dan Ngoro. 

              f.  Pariwisata 

Kabupaten Jombang memiliki berbagai keindahan alam, dan 

potensi pariwisata lain yang menarik. Sangat disayangkan, potensi tersebut 

pada umumnya belum digali, dan tidak memiliki pendukung sarana, dan 

prasarana yang memadai untuk memajukan pariwisata di Kabupaten 

Jombang, sehingga menunggu adanya investasi untuk menggarapnya. Hal 

ini sangat penting, dan menguntungkan, mengingat posisi Kabupaten 

Jombang yang bersebelahan dengan daerah tujuan wisata alam Malang di 
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tenggara, dan Pacet-Trawas-Tretes di timur; serta wisata historis (situs 

Majapahit) Trowulan. Di Jombang memiliki beberapa tempat pariwisata 

yang menarik, yaitu Pemandian Sumberboto di Mojowarno, Candi Arimbi 

di Bareng, Sendang Made di Kudu, Kedung Cinet di Plandaan, Kedung 

Sewu serta Desa Manduro yang berpenduduk asli Madura di Kabuh, 

perkebunan teh, cengkeh, dan durian di Wonosalam serta air terjun Tretes 

di Wonosalam. Dan juga arung jeram (Rafting) di desa Panglungan, 

Wonosalam. Selain itu juga terdapat wisata religi yaitu makam Gus Dur 

(KH. Abdurrahman Wahid), KH. Wahid Hasyim dan KH. Hasyim Asyari 

di Tebuireng, Diwek, serta bangunan gereja tertua di Jawa Timur yaitu 

GKJW Mojowarno. Selain itu terdapat wisata buatan, salah satunya yaitu 

Tirta Wisata yang terletak di wilayah Peterongan.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1.   Karakteristik Responden  

Penentuan responden dalam menentukan sampel telah dilakukan 

dengan berpijak aturan ilmiah akademik, dan berikut ini hasil atau karakteristik 

responden yang ada di wilayah penelitian. 

 

Tabel 4.1 

Keadaan Responden berdasarkan Jenis kelamin 

Jenis kelamin Banyaknya Prosentase (%) 

Laki - laki 471 57,44 

Perempuan 349 42,56 

Jumlah …………………………… 820 100 

         Sumber : Data primer diolah, 2016 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden hampir seimbang jenis 

kelaminnya, artinya laki-laki sebanyak 57,44 % dan sisanya perempuan dan 

angka ini betapa ada hampir sama jumlahnya. 

Tabel 4.2 

Keadaan Responden berdasarkan Umur 

Kelompok usia Banyaknya Prosentase (%) 

20 sampai 30 Tahun 301 36,71 

31 sampai 40 Tahun 413 50,37 

41 sampai 50 Tahun 99 12,07 

50 Tahun Lebih 7 0,85 

Jumlah ………………………… 820 100 

         Sumber : Data primer diolah, 2016 
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Berdasarkan usian responden didominasi usia 31 sampai 40 Tahun 

yaitu sebanyak 50,37 %, disusul usia 20 sampai 30 tahun sebanyak 36,71 %.  

 

Tabel 4.3 

Keadaan Responden berdasarkan Pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Banyaknya Prosentase (%) 

Pegawai Negeri Sipil 31 3,78 

Pekerja swasta 210 25,61 

Wiraswasta 192 23,41 

Lain - lain 387 47,20 

Jumlah …………………………… 820 100 

         Sumber : Data primer diolah, 2016 

 

Pekerja lain-lain (semisal masih kuliah, ibu rumah tangga dan lain 

sebagainya) mendominasi pekerjaan penilai kuesioner yaitu sebesar 47,20 % atau 

sebanyak 387 orang disusul pekerja swasta sebanyak 210 orang atau sebesar 

25,61  %. 

 

Tabel 4.4 

Keadaan Responden berdasarkan Pendidikan 

Jenjang Pendidikan Banyaknya Prosentase (%) 

Pendidikan Dasar 116 14,15 

Pendidikan Menengah Pertama/Atas 501 61,10 

Pendidikan Tinggi 203 24,75 

Jumlah …………………………… 820 100 

         Sumber : Data primer diolah, 2016 
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Berdasarkan pendidikan, dapat diketahui bahwa responden 

kebanyakan berpendidikan SMTP/SMTA yaitu sebanyak 61,10 % atau sebanyak 

501 orang disusul Pendidikan Tinggi sebanyak 203 orang atau 24,75 %. 

 

4.2.   Pembahasan 

Prilaku Responden setelah dilakukan wawancara terstruktur atau 

menjawab kuesioner memberikan hasil atau responnya seperti berikut ini : 

Tabel 4.5 

Penilaian masyarakat Terhadap  

Pelayanan Pemerintahan kelurahan di Kecamatan Diwek 

Kabupaten Jombang Tahun 2016 

 

No Unsur Penilaian 
Sangat 

baik 
baik 

Kurang 

baik 

Sangat 

kurang 

baik 

1 Persyaratan 20 99 9 2 

2 Prosedur 11 97 20 2 

3 Waktu pelayanan 13 97 18 2 

4 Biaya atau tarif 7 95 22 6 

5 Produk spesifikasi jenis pelayanan 6 106 18 - 

6 Kompetensi pelaksana 10 109 11 - 

7 Perilaku pelaksana 11 103 11 5 

8 Maklumat pelayanan 10 99 18 3 

9 Penanganan Pengaduan, saran dan 

masukan 

11 103 16 - 

Jumlah …………………………………. 99 908 143 20 

Prosentase ……………………………… 8,46 77,61 12,22 1,71 

Sumber : Data primer diolah, 2016 
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Tabel diatas adalah generalisasi dari sampel 13 desa, dan 

menunjukkan bahwa hasil jawaban responden menunjukkan bahwa 77,61 % atau 

908 orang menilai layanan pemerintahan desa baik, dan menilai sangat baik 

sebanyak 8,46 % atau 99 orang sedangkan yang menilai kurang baik syaitu 

sebanyak 12,22 % atau sebanyak 143 orang. Tetapi ada responden yang menilai 

sangat buruk untuk layanan pemerintahan desa ini atau di wilayah kerja 

Kecamatan Jombang ini yaitu sebesar 1, 71 % atau 20 orang . 

Tabel 4.6 

Penilaian masyarakat Terhadap  

Pelayanan Pemerintahan Desa di Kecamatan Ngoro 

Kabupaten Jombang Tahun 2016 

No Unsur Penilaian 
Sangat 

baik 
baik 

Kurang 

baik 

Sangat 

kurang 

baik 

1 Persyaratan 20 60 8 2 

2 Prosedur 18 68 4 - 

3 Waktu pelayanan 16 61 10 3 

4 Biaya atau tariff 8 59 11 12 

5 Produk spesifikasi jenis pelayanan 6 71 11 2 

6 Kompetensi pelaksana 15 65 8 2 

7 Perilaku pelaksana 26 58 6 - 

8 Maklumat pelayanan 9 70 10 1 

9 Penanganan Pengaduan, saran dan 

masukan 

7 67 10 6 

Jumlah …………………………………. 125 579 78 28 

Prosentase ……………………………… 15,43 71,48 9,63 3,46 

Sumber : Data primer diolah, 2016 
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Tabel 4.6 adalah hasil rekapitulasi atau generalisasi dari hasil survey 

dengan responden 9 (Sembilan desa), hasilnya menunjukkan  71,48 persen 

menilai layanan pemerintahan di tingkat desa adalah baik. Sementara itu 

memberikan nilai sangat baik sebesar  15,43 persen dan yang perlu mendapat 

perhatian bahwa ada sebagian masyarakat yang menilai sangat kurang baik 

layanan yang diberikan yaitu sebesar  3,46 persen . 

 

Tabel 4.7 

Penilaian masyarakat Terhadap  

Pelayanan Pemerintahan Desa di Kecamatan Bareng 

Kabupaten Jombang Tahun 2016 

 

No Unsur Penilaian Sangat 

baik 

baik Kurang 

baik 

Sangat 

kurang 

baik 

1 Persyaratan 14 69 7 - 

2 Prosedur 10 64 16 - 

3 Waktu pelayanan 10 64 16 - 

4 Biaya atau tariff 8 69 13 - 

5 Produk spesifikasi jenis pelayanan 11 67 12 - 

6 Kompetensi pelaksana 9 68 13 - 

7 Perilaku pelaksana 15 68 7 - 

8 Maklumat pelayanan 11 72 7 - 

9 Penanganan Pengaduan, saran dan 

masukan 

6 83 1 - 

Jumlah …………………………………. 94 624 92 - 

Prosentase ……………………………… 11,60 77,04 11,36 - 

Sumber : Data primer diolah, 2016 
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Di kecamatan Bareng Jombang surveynya menggunakan sampel 

sebanyak 9 desa, prilaku masyarakat terhadap menilai layanan  pemerintahan 

desa dengan predikat baik, dengan ditunjukkan nilai 77,04 % atau 624 orang . 

Untuk penilaian kategori sangat baik sebanyak 11,60 % atau 94 dan 11,36 % 

kurang baik. Itu artinya walau penilaian terbanyak baik tetapi masih ada 

masyarakat yang menilai buruk, bahkan hamper sebanding dengan penilaian 

sangat baik. 

Tabel 4.8 dibawah ini menunjukkan hasil survey yang dilakukan 

peneliti survey, bahwasanya pelayanan pemerintahan di tingkat desa dinilai baik 

sebanyak 63,81 atau 402, dan 17,78 % atau 112 menilai sangat baik atas layanan 

yang diberikan. Sementara itu ada beberapa responden yang menilai pelayanan 

pemerintahan desa kurang baik yaitu sebanyak 15,87 % atau sebesar 100.  Tetapi 

di kecamatan Kudu kabupaten Jombang yang mengambil sampel survey 

sebanyak 7 desa ini ada yang memberikan penilaian sangat kurang baik atas 

jawaban dari kuesioner yang disebar peneliti dengan besaran 2,54 persen. 

Kecamatan  Kudu dapat disimpulkan bahwa secara umum dinilai baik 

oleh masyarakat akan layanan yang diberikan oleh perangkat desa di wilayah se 

kecamatan Kudu. Walau demikian tetap perlu memperhatikan hasil yang 

menunjukkan ada beberapa masyarakat yang memberikan penilaian sangat 

kurang baik, ini artinya ada bagian kecil masyarakat yang belum puas atas 

layanan yang diberikannya oleh pemerintahan di tingkat desa. 
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Tabel 4.8 

Penilaian masyarakat Terhadap  

Pelayanan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kudu 

Kabupaten Jombang Tahun 2016 

 

No Unsur Penilaian 
Sangat 

baik 

baik Kurang 

baik 

Sangat 

kurang 

baik 

1 Persyaratan 5 61 4 - 

2 Prosedur 15 44 11 - 

3 Waktu pelayanan 10 44 14 2 

4 Biaya atau tariff 4 55 6 5 

5 Produk spesifikasi jenis pelayanan 11 41 16 2 

6 Kompetensi pelaksana 13 41 14 2 

7 Perilaku pelaksana 25 33 12 - 

8 Maklumat pelayanan 16 42 11 1 

9 Penanganan Pengaduan, saran dan 

masukan 

13 41 12 4 

Jumlah …………………………………. 112 402 100 16 

Prosentase ……………………………… 17,78 63,81 15,87 2,54 

Sumber : Data primer diolah, 2016 
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Tabel 4.9 

Penilaian masyarakat Terhadap  

Pelayanan Pemerintahan Desa di Kecamatan Mojoagung 

Kabupaten Jombang Tahun 2016 

No Unsur Penilaian 
Sangat 

baik 
baik 

Kurang 

baik 

Sangat 

kurang 

baik 

1 Persyaratan 12 84 20 4 

2 Prosedur 15 39 60 6 

3 Waktu pelayanan 30 51 28 11 

4 Biaya atau tariff 12 77 24 7 

5 Produk spesifikasi jenis pelayanan 12 64 29 15 

6 Kompetensi pelaksana 29 55 29 7 

7 Perilaku pelaksana 49 54 7 10 

8 Maklumat pelayanan 41 63 10 6 

9 Penanganan Pengaduan, saran dan 

masukan 

45 54 12 9 

Jumlah …………………………………. 245 541 219 75 

Prosentase ……………………………… 22,69 50,09 20,28 6,94 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

 

Tabel 4.9 adalah hasil dari hasil penilaian di 12 desa di Kecamatan 

Mojoagung, dimana Penilaian baik atas pelayanan yang diberikan pemerintahan 

desa kepada masyarakat yaitu sebesar 55,09 % atau 541 sebagaimana tampak 

pada tabel diatas. Untuk penilaian sangat baik sebanyak 22,69 % atau sebanyak 

245 dan 20,28 % yaitu sebanyak 219 menilai kurang baik sedangkan penilaian 

terendah yaitu sangat buruk sebanyak 6,94 % atau sebanya 75 itu artinya masih 
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ada masyarakat yang menilai layanan publik yang diberikan masyarakat oleh 

pemerintahan desa ada  yang menilai sangat kurang baik. 

 

Tabel 4.10 

Penilaian masyarakat Terhadap  

Pelayanan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang Tahun 2016 

No Unsur Penilaian 
Sangat 

baik 
baik 

Kurang 

baik 

Sangat 

kurang 

baik 

1 Persyaratan - 81 29 - 

2 Prosedur - 28 82 - 

3 Waktu pelayanan - 49 61 - 

4 Biaya atau tarif - 54 56 - 

5 Produk spesifikasi jenis pelayanan - 67 43 - 

6 Kompetensi pelaksana - 70 39 1 

7 Perilaku pelaksana - 92 17 1 

8 Maklumat pelayanan - 45 65 - 

9 Penanganan Pengaduan, saran dan 

masukan 

- 57 52 1 

Jumlah …………………………………. - 543 444 3 

Prosentase ……………………………… - 54,85 44,85 0,30 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

 

Pada tabel 4.10 adalah hasil survey yang dilakukan di kecamatan 

kabuh kabupaten Jombang dengan sampel sebanyak 11 desa, dan hasilnya 

nampak responden menunjukkan paling banyak masyarakat menilai baik dalam 

pelayanan yang diberikan pemerintahan desa yaitu sebesar 54,85 % atau 543, dan 
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menilai  kurang baik sebanyak 444 atau 44,85 %, sementara itu ada yang menilai 

sangat kurang baik sebanyak 0,30 %. 

Tabel 4.11 

Penilaian masyarakat Terhadap  

Pelayanan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kesamben 

Kabupaten Jombang Tahun 2016 

 

No Unsur Penilaian 
Sangat 

baik 
baik 

Kurang 

baik 

Sangat 

kurang 

baik 

1 Persyaratan 7 79 4 - 

2 Prosedur 5 75 10 - 

3 Waktu pelayanan 9 69 11 1 

4 Biaya atau tariff 4 73 12 1 

5 Produk spesifikasi jenis pelayanan 4 69 16 1 

6 Kompetensi pelaksana 6 63 20 1 

7 Perilaku pelaksana 7 72 11 - 

8 Maklumat pelayanan 7 71 12 - 

9 Penanganan Pengaduan, saran dan 

masukan 

5 70 14 1 

Jumlah …………………………………. 54 641 110 5 

Prosentase ……………………………… 6,67 79,13 13,58 0,62 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

 

Di Kecamatan Kesamben untuk terkait dengan pelayanan 

pemerintahan desa peneliti menggunakan sampel 9 desa, dan mendiskripsikan 

jawaban baik sebagai jawabaan terbanyak yaitu sebesar 79,13 % atau 641 dan  

6,67 % atau 54 untuk jawaban sangat baik sedangkan sebanyak 13,58 jawaban 

menilai kurang baik atas layanan yang diberikan, hal ini nampak  pada tabel 4.11 
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Jawaban sangat kurang baik tidak dilakukan oleh responden atau 

dengan kata lain masyarakat tidak ada yang memberikan penilaian sangat buruk 

atas layanan yang diberikan oleh pemerintahan desa di Kecamatan Megaluh 

kabupaten Jombang ini.  

Untuk tabel 4.12 dimana tabel ini menjelaskan wilayah kecamatan 

Gudo Kabupaten Jombang, hasilnya  843 atau 78,06 % memberikan penilaian 

baik, dan penilaian sangat baik sebanyak  218 atau 20,19 %. Sedangkan yang 

menilai kurang baik sebanyak 19 atau 1,76 persen.  

 

Tabel 4.12 

Penilaian masyarakat Terhadap  

Pelayanan Pemerintahan Desa di Kecamatan Gudo 

Kabupaten Jombang Tahun 2016 

 

No Unsur Penilaian 
Sangat 

baik 
baik 

Kurang 

baik 

Sangat 

kurang 

baik 

1 Persyaratan 21 95 3 - 

2 Prosedur 28 91 2 - 

3 Waktu pelayanan 27 89 3 - 

4 Biaya atau tariff 16 107 3 - 

5 Produk spesifikasi jenis pelayanan 15 101 4 - 

6 Kompetensi pelaksana 26 92 2 - 

7 Perilaku pelaksana 51 69 - - 

8 Maklumat pelayanan 16 103 1 - 

9 Penanganan Pengaduan, saran dan 

masukan 

18 96 1 - 

Jumlah …………………………………. 218 843 19  

Prosentase ……………………………… 20,19 78,06 1,76  

Sumber : Data primer diolah, 2016 
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Tabel 4.13 

 Perbandingan penilaian tingkat kabupaten dengan kecamatan  

Terkait Pelayanan Pemerintahan desa di Jombang 

 
No Kecamatan Penilaian 

tingkat kecamatan 

Rerata Penilaian 

SB B KB SKB SB B KB SKB 

1 Diwek 8,55 77,60 12,14 1,70 12,86 69,01 16,18 1,95 

2 Ngoro 15,43 71,48 9,63 3,46 12,86 69,01 16,18 1,95 

3 Bareng 11,60 77,04 11,36 - 12,86 69,01 16,18 1,95 

4 Kudu 17,78 63,81 15,87 2,54 12,86 69,01 16,18 1.95 

5 Mojoagung 22,69 50,09 20,28 6,94 12,86 69,01 16,18 1,95 

6 Kabuh - 54,85 44,85 0,30 12,86 69,01 16,18 1,95 

7 Kesamben 6,67 79,13 13,58 0,62 12,86 69,01 16,18 1,95 

8 Gudo 20,19 78,06 1,76 - 12,86 69,01 16,18 1,95 

Jumlah …………………. 102,91 552,06 129,47 15,56  

Sumber : Data Primer diolah, 2016 

Tabel 2.13 memberikan informasi perbandingan antara penilaian 

masyarakat di tingkat kecamatan dengan rerata ditingkat kabupaten. Hal mana 

diperuntukkan melihat dan membandingkan, setelah itu menentukan sikap terkait 

jika posisi nilai di tingkat kecamatan. Dengan begitu informasi ini untuk 

membuat kebijakan terkait dengan kebijakan layanan publik oleh Pemerintahanj 

di tingkat kelurahan atau desa.  

 Berikut ini kami sajikan informasi hasil kegiatan penelitian 

survey berdasarkan wilayah desa atau kelurahan di wilayah Kabupaten Jombang. 

Hasil ini merupakan potret riil tim peneliti dalam menyebarkan angket dan tanpa 

intimidasi dan paksaan responden melakukan pengisian dan jawaban secara 

obyektif . Nilai masyarakat terkait dengan pelayanan kami sajikan dalam bentuk 

diagram dengan maksud untuk lebih bisa dipahami dengan jelas.  
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Gambar : 4.1. 

Diagram penilaian masyarakat terhadap layanan publik  

Pemerintahan Desa dan kelurahan Di Wilayah Kabupaten  Jombang 2016 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah kami melakukan analisis data dari hasil penelitian survey dan 

membandingkan dengan kajian teori yang ada, khusunya topik layanan publik 

pemerintahan desa di kabupaten jombang terhadap masyarakat, maka dapat kami 

simpulkan yaitu : 

a. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada 

instansi pemerintah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN, yang secara langsung 

maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan. 

Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang 

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

b. Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayaan aparatur Negara dan reformasi 

birokrasi nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik,  bahwa unsur penilaian tersebut 

terdiri 9 unsur yaitu :   

10. Persyaratan 

11. Prosedur 

12. Waktu pelayanan 

13. Biaya / Tarif  
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14. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

15. Kompetensi Pelaksana 

16. Perilaku Pelaksana 

17. Maklumat Pelayanan 

18. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

c. Hasil rekapitulasi penilaian layanan publik ini menghasilkan distribusi yang 

hampir merata, itu artinya sebagaian besar pemerintahan desa dan kelurahan 

pada posisi masih ada masyarakat yang merasa sangat kurang baik dalam 

memperoleh layanan atau nampak pada tabel akumulasi penilaian di tingkat 

kabupaten Jombang. 

 

5.2. Rekomendasi 

Dari pembahasan diatas, maka timpeneliti dalam penelitian survey ini 

memberikan rekomendasi sebagai berikut : 

1. Pihak pemerintahan di desa atau kelurahan hendaknya memperhatikan hasil 

rekapitulasi penilaian, itu artinya bagi pemerintahan desa yang masih memiliki 

penilaian kurang baik hendaknya sesegera mungkin memperbaiki manajemen 

layanannya kepada masyarakat , apalagi memiliki penilaian sangat kurang baik. 

2. Camat sebagai kepala pemerintahan di tingkat kecamatan hendaknya 

memperhatikan perbandingan nilai kabupaten dengan kecamatan, untuk 

kemudian menentukan langkah perbaikan manajemen layanan publik, 

manakala hasilnya dibawah nilai di tingkat kabupaten Jombang dan 

mempertahankan kebaikan, walau layanan  diatas rata-rata kabupaten. 
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3. Melakukan evaluasi untuk pihak pemerintah di tingkat kabupaten dalam hal ini 

BPMPD, mengingat beberapa desa atau kelurahan yang memberikan pelayanan 

dan mendapatkan penilaian sangat kurang baik dari masyarakat. 

4. Bagi pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan, hendaknya hasil survey ini 

dijadikan  acuan untuk menentukan perbaikan manajemen layanan kepada 

masyarakat, agar bisa lebih efektif layanannya dan kepuasan masyarakat dapat 

dirasakan . 
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Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan di wilayah kabupaten Jombang 

 ( Studi kasus pelayanan Pemerintahan di tingkat Kelurahan atau Desa) 

SURVEY PENELITIAN - 2016 
Perilaku masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Jombang 

------------------------------------------------------- 

DATA RESPONDEN     :  
N a m a : …………………………………………………………………..…………………………………… 
Jenis Kelamin : ………………………………………………………………………………………..……………… 
U m u r : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Pekerjaan : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Pendidikan : ……………………………………………………………………………………………………….. 
D e s a : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Dusun : ……………………………………………………………………………………………………….. 
RT / RW : ……………………       /      ……….………….. 

============================================================================= 
Petunjuk :  

Berilah tanda silang pada point pilihan jawaban yg tersedia,  

dengan membaca terlebih dahulu pernyataan sebelumnya 

1. Persyaratan Teknis dan Administrasi Pelayanan  sesuai dengan jenis pelayanannya  

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Sangat Tidak Setuju  

           

2. Prosedur layanan di Pelayanan Pemerintahan Desa tergolong mudah  

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Sangat Tidak Setuju  

           

3. Waktu layanan Petugas Pemerintahan Desa dalam melayani, sesuai dengan harapan masyarakat 

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Sangat Tidak Setuju  

           

4. Biaya layanan di Pemerintahan Desa adalah besarannya wajar sesuai dengan ketetapan unit 

pelayanan 

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Sangat Tidak Setuju  

           

5. Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima telah sesuai dengan dengan ketentuan  

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Sangat Tidak Setuju  

           

6. Petugas Pemerintahan Desa telah memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman  yang cukup 

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Sangat Tidak Setuju  

           

7. Petugas Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat melakukan dengan sopan dan ramah  

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Sangat Tidak Setuju  

           

8. Petugas Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat selalu siap untuk menyelesaikan 

layanannya sesuai dengan standar pelayanan  

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Sangat Tidak Setuju  

           

9. Petugas Pemerintahan Desa memiliki sifat terbuka untuk pengaduan, saran dan pemasukan dari 

masyarakat dan menindaklanjutinya  

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Sangat Tidak Setuju  

 

-------- Sekian matur nuwun  

 


